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Siapapun Anda... 




Pilih Mitra Usaha 

# 

yang sesuai dengan keyakinan Anda 



M 





BANK ^ BNI 

a f 9 

SYAIUAH 



Sukses dan berkembangnya usaha Anda 
ditentukan dengan siapa Anda bermitra. 




SYARIAH 



INSYA ALLAH MEMBAWA BERKAH 



Bermitra dengan lembaga keuangan yang 
terpercaya dan sesuai dengan keyakinan Anda 
akan membawa berkah pada setiap kebutuhan usaha Anda. 



Dengan prinsip sesuai syariah. 
Bank BNI Syariah paling tepat menjadi mitra 
untuk mengembangkan apapun jenis usaha Anda. 



Didukung jaringan on-line di lebih 1500 ATM dan 
seluruh cabang Bank BNI, menjadikan transaksi 
perbankan Anda lebih cepat dan mudah. 



Bank BNI Syariah mitra membawa berkah. 



bankJ^bni 
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DI SINI, 

MEMBICARAKAN INTEGRITAS PEBISNIS 




P 




erkembangan bisnis berjalan 
cepat. Bahkan kini tak ada la- 
gi batas ruang dan waktu 
dalam berbagai aktivitas 
bisnis, roda globalisasi 
telah menggerusnya* Sistem eko- 
nomi, keuangan, dan perdagan- 
gan menjadi terintegrasL 

Apalagi setelah diberlakukannya Area Perdagangan Bebas 
ASEAN (AFTA), yang kemudian bakal disusul area perdagangan 
bebas dunia melalui WTO, tak akan ada Lagi enfry barher 
untuk menembus pasar suatu negara. Kondisi ini menjadikan 
kompetisi si semakin ketat. 

Hanya pe bisnis unggul, efisien, memiliki akses dan mengu- 
asai jaringan InetworJdng) yang bakal eksis. Apakah Anda ter- 
masuk di dalamnya? 

S hari a Business Forum (SBF) hadir guna menjembatani 
keterbatasan akses dan jaringan sekaligus menawarkan solusi 
untuk mengatasi berbagai kendalanya, serta berfungsi sebagai 
media berinteraksi. 

Forum yang dikelola Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah 
MODAL ini merupakan wadah bertemunya para pelaku bisnis. 
Forum ini tidak sekedar sebagai sarana silaturahmi namun juga 
berfungsi sebagai wahana bertukar pikiran dan berbagi infor- 
masi bisnis. Tak cukup itu* SBF juga bakal menjadi arena untuk 
melakukan penetrasi pasar* promosi* transaksi, investasi* ker- 
j asam a, dan sarana untuk meningkatan kemampuan para 
petaku bisnis. 

Diperuntukkan bagi kalangan pengusaha, eksekutif, maupun 
profesional. Baik yang beraktivitas dalam kegiatan bisnis 
berbasis syariah maupun kalangan yang tertarik, berminat, 
atau yang ingin mewarnai bisnisnya secara Islami. 



S HARI A 
BUSINESS 
ORU M 



Seminar dan Worksfoop. 
Adalah forum yang memba- 
has permasalahan bisnis dan 
pelaku bisnis dari berbagai 
aspek konsep dan aplikasi di 
sisi manajemen, pemasaran* per- 
modalan, kajian makro ekonomi, 
finansial dan sebagainya. Tidak 
hanya menjadi sekadar wacana 
namun lebih diarahkan pada bentuk-bentuk rumusan konsep 
yang siap diimplementasikan dan d i -sosialisasikan. 

Business Gatherin$. Wadah pertemuan para pebisnis seba- 
gai sarana lobi, promosi, transaksi* investasi, kerjasama, dan 
sebagainya yang dikemas bersama dengan forum seminar/ 
works hop atau tersendiri dalam event khusus. 

Eksibisi. Ajang pengenalan aktivitas bisnis atau produk 
secara langsung. Dari mempertemukan buyers dan seiler, 
pengikatan kontrak bisnis, promosi, serta transaksi-transaksi 
lainnya. 

Tatk Show . Memanfaatkan waktu yang singkat namun efek- 
tif dalam upaya menyosialisasi hal-hal terkait dengan bisnis 
berbasis syariah dalam takaran aplikatif yang sedang "i n" 
(seperti bedah kasus, tips dan kiat, profil bisnis, profil pelaku- 
nya, dan sebagainya) dengan nara sumber yang kredibel. Ta/k- 
show dikemas melalui media televisi atau radio. 

Networking . Adalah jaringan informasi dan komunikasi yang 
menjadi media interaksi para pelaku bisnis. Skema ini akan 
ditampung melalui situswww.modalonline.com yang di dalam- 
nya selain termuat berbagai informasi melalui berita dan Pusat 
Data Bisnis Syariah, juga akan menjadi arena bagi para pelaku 
untuk melakukan kontak bisnis secara B2B maupun B2C. 




AKTIVITAS 

INSPIRASI DAN PELUANG BISNIS 
BERKEADILAN 



INFORMASI: 021-7987901 {J Fajar Riawan) 
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INSTITUSI 

24 Bank Islam dari Harvard 
University 

Sejumlah peneliti perguruan tinggi 
bergengsi di AS itu mendirikan The 
Harvard Islami c Finance Information 
Program. Lembaga ini 
merumuskan konsep dan 
menstandarisasi bank 
Islam, 

PROFIL 

26 Emil Abas: 

Tukang Balon Jadi 
Bos 40 Perusahaan 

KOLOM 




REPORTASE 

08 Melucuti Monopoli Depag 

Boleh jadi, Indonesia merupakan satu-sat- 
unya negara yang pemerintahnya mengelo- 
la penyelenggaraan haji secara langsung. 
Benarkah masalah birokrasi yang membuat 
biaya haji membengkak? Bagaimana bila 
diswastakan? 

10 Siap Bila Dipercaya 

P eru sa haa n- pe rusa h aa n pen yel enggara 
u m roh dan haji menilaui positif gagasan 
swastanisasi haji. Mereka siap mengemban 
amanah itu bila dipercaya. 

12 Pangkas Biaya Lewat Swasta 
Tuntutan swastanisasi penyelenggaraan 
haji tak pernah redup. Tetapi, pemerintah 
sebagai pelaksana juga mendapat restu 
undang-undang. 

14 Naik-naik ke Puncak Gunung 

Biaya perjalanan haji di Indonesia hampir 
pasti naik setiap tahun. Padahal, banyak 
komponen biaya 
yang bisa dikurangi. 

15 Lebih Murali di Malaysia 

Malaysia memiliki sistem pengelolaan haji 
yang profesional dan biayanya lebih murah 



dibandingkan di Indonsia. Tak salah jika 
belajar dengan negeri jiran. 

16 Lebih Murah di Malaysia 

Dalam banyak hal tampaknya Indonesia 
harus banyak be lajar dari Malaysia. 

Ter masuk bagaimana menge lola 
perjalanan ibadah haji 

18 Swasta Belum Siap 

Wawancara Taufiq Kami!, 

Dirjen Haji Departemen 
Agama. 

KOLOM 

1 9 Dr. Jafril Khalil: 

Manajemen Haji 

20 Belum Ada Bentuk Ideal 

Wawancara H. Asrul AzisTaba, Ketua 
Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah 
dan Haji (AMPUH). " 






29 Aehjar Ilyas: Tantangan 
Perbankan Syariah 

INTERAKTIF 

30 Mendesain Kontrak Ijarah 

INTI RYIFW 




32 Ekonomi Syariah 
Bukan Monopoli 
Islam, Thoby Mutis. 
seorang Katolik, 
mengklaim bahwa 
ekonomi syariah bukan 
monopoli Islam, 
Katanya, bagi hasil 
merupakan sistem 
ekonomi yang adil dan 
dapat mengembangkan 
ekonomi umat. 



ASURANSI 



CYBER 

22 Siskohat Melacak Nasib Calon Haji 

Dengan sistem komputerasi, perkemban- 
gan jamaah haji dapat diketahui secara 
real time. 



38 Takaful Boleh, Taawun Bisa 

Nama boleh berbeda. Ada Takaful, ada 
pula Ta’awun. Tapi prinsip keduanya 
sama: tolong menolong dalam kebaikan. 



4 • MODAL No, 4/l-Februari 2003 



RIIL 



STATISTIKA 



KOLOM 



40 Halal di Wajah, Cantik Dipandang 

PT Pusaka Tradisi Ibu menyeruak pasar 
kosmetika Indonesia dengan mengisi 
kebutuhan muslinlah akan produk kecan- 
tikan yang teijamin halal. Kini menjadi 
pesaing serius semua merk terkenal. 

SMALL 

42 Lahan Basah Esi Utang 
Bermodal Rp 50 juta, bisnis isi ulang air 
minum menjanjikan keuntungan yang 
lumayan. Tapi* siapa bisa menjamin 
kulaitas setiap produk? 



53 Kecil-kecil Cabe Rawit 

Saham yang diperdagangkan JU mem- 
berikan keuntungan lebih besar dari indeks 
saham lainnya. 

BURSA 

54 Enam Emiten Masuk Indeks Islam 

REGULASI 

54 MLM Halal 

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan 
fatwa bagi usaha multi level mar keling. 



67 Sofyan Safri: Propenas dan 
Ekonomi Syariah 

MANCANEGARA 

68 Dipojokkan Tapi Dibutuhkan 

Macpuaire Bank Ltd* sebuah bank inves- 
tasi di Australia memasuki ke Labuan 
Malaysia. Berita ini sudah cukup sebagai 
bukti betapa pasar Muslim dan sistem 
ekonomi syariah kian menyita perhatian 
banyak pihak. 

* 

FEATURES 



WAKAF 

44 Investasi Melalui Pasar Modal 
Syariah* 

Di luar negeri, wakaf tidak hanya untuk 
masjid dan kuburan. Tapi juga menjadi 
i n stru m en i n ve stas i yang e f ek ti f 

46 Agar Wakaf Tidak Disalahgunakan 

Kolom Uswatun 
Hasanah 



BANK 

48 Bank BRI 

Syariah 
Memanfaatkan 
Saudara Tua 

48 Bank Tugu 
Ganti Baju 




BPRS 

59 BPRSWakalumi, 

Bank Syariah Alumni 
Citihank 

60 KRONIKA 




71 Dari Cannes Menggerogoti 
Hollywood 

Setelah membuat kejutan di Festival 
Film Cannes 1998, industri film 
Iran tiba-tiba menjadi ancaman 
Hollywood dan gagasan 
Americanization dunia hiburan 
internasional. Film Kandahar dirilis 
di AS. Disusul puluhan film Iran lainnya. 



62 Awas! Tergelincir BBM 
Akhirnya, pemerintah menjilat ludah 
sendiri. Setelah didesak masyarakat lewat 
berbagai demo* rejim Megawati membat- 
alkan kenaikan tarif telepon* dan sebagian 
jenis BBM. 

64 Potret Pertanian Indonesia 
Menghadapi A FTA 

Jauh sebelum perdagangan bebas ASEAN 
(AFTA) bergulir* pertanian Indonesia 
kelabakan menghadapi masuknya gula 
Thailand* dan produk impor lainnya. Masa 
depan pertanian Indonesia kian buram. 



OUTLLT 

74 Produk Bermutu dan Halal 
SHARIA BUSINESS 
76 Privat izat ion of Haj j Management 
78 From Wardah with Halal 

80 RFIF Testing Service 
KOLOM 

82 GUN: Sen.se of C r isi s 



KA N K SYARIAH MANDIRI 



t.rfnii AJU tltni McfitttUnmkittt 



>**> 



Inlo Penting Calon Haji 



KENALI & MANFAATKAN 




8 KEUNGGULAN LAYANANNYA 



Ribuan jemaah haji telah membuktikan kemudahan dan dukungan keunggulan Tabungan MABRUR. 

Tabungan MABRUR dikelola sesuai prinsip syariah, on-tine dengan SISKOHAT {Sistem Komput&r Haji Terpadu) 
Departemen Agama. Sehingga, tiap penabung tercatat sebagai calon haji. 

Dengan setoran awal hanya Rp 500.000 Tabungan MABRUR juga dilengkapi dengan 
Asuransi Jiwa S Kecelakaan, bahkan kami membantu pengurusan administrasi haji, 
sehingga penabung makin tenteram dalam mempersiapkan keberangkatannya. 

Adanya fasilitas Dana Talangan memungkinkan penabung dapat didaftarkan untuk ke Tanah Suci* 
meski dananya belum mencukupi. 

Bahkan kami menawarkan bagi hasil yang menguntungkan dan membebaskan biaya administrasi tertentu. 
Kenali dan segera manfaatkan keunggulan Tabungan MABRUR. 

TABUNGAN MABRUR 



PALING SESUAI untuk ibadah Haji dan Umrah 



KANTOR PUSAT : Jl. MH Thamrin No. 5, Jakarta 10340 Tefp. (021) 2300509 



MODAL No. 4^1 -Februari 2003 * 5 







!>:\ RI REDAKSI 



www.modalonlfne.com 



PENDIRI 

Achjar lljds r Guntur S Mahardika 

MODAL 

inspirasi bisnis berkeadilan 

ISSN: 1412-7679 

PEMIMPIN UMUM 
Achjar lljas, SE, MA 

DEWAN REDAKSI 
A R i awan Amin, MSc 
lr. Adiwarman A Kari m, SE r MBA, MAE P 
Dr. KH. Didin Hatidudin, MSc 
Dr, Dradjad H Wibowo 
Drs. Eri Sudewo, MDP 
lr. Jwan P Ponljowinotc), MM 
Dr, Iwan Triyuwono, Msc 
Karnaen A Perwataatmadja, S E, M PA 
Dr. M usia fa Edwin Nasution, MSc 
Muhammad Syalii Antonio, MSc 
Dr&. Muhammad Hafidz, MSc 
Dr. Sofyan Safri Hara ha p r MSc 
Dr. S. Sinansari ecip 
Dr. Uswatun Hasanah, MA 



PEMIMPIN REDAKSI 
Guntur Subagja Mahardika 

REDAKTUR EKSEKUTIF: Mad Ridwan 
REDAKTUR SENIOR: Budi Setyanto, T. Sctya, 
Lehman Misdiyono 

SIDANG REDAKSI: Umniyati Kowi, M,Furqon, 
Muhammad Rofiq, K. Nugraha, 
Supriyatno Yudi, Henry Wijaya (Fotografer) 
RISET & PENGEMBANGAN: Umniyati Kowi 
MODAL ONLINE: Nurcholis 

PRODUKSI 
GLOBAL GRAFIKA 
ARTISTIK: Surya Mandala, Noor Fajar 
PRACETAK: Didik Supriyanto 

PEMIMPIN USAHA 
Djoko Santoso 

IKLAN: Hayati Nufus 
Isdianto, Nana Nmgsth, Yuni Ispani 
Pt. Ekbis Komunikasi 
SIRKULASI & PROMOSI: J Fajar Riawan 
Sentra Sembilan Advisory 
DISTRIBUSI: Muhammad Masdi, 
Emyani, Kali Hasian Rambe 

REKENING BANK 
Bank Muamalat Indonesia 
Kantor Kas Mampang Jakarta 
No.Rek, 30400246.10 
a. n. PT Ekbis Komunikasi 



PENERBIT 

PT MODAL MULTIMEDIA 
DIREKTUR: Guntur Subagja Mahardika 
KOMISARIS: Fathia Arryani NA 

ALAMAT REDAKSI & BISNIS 
11. Pejaten Raya No. 78 Jakarta 12510 
Telepon: (021) 7919 0005, 920 4350, 798 7901 
Faksimili; [021) 7919 0005 

E-MAIL 

reda k s i ©moda I on I i n e. com , bi sn i s©moda I on I i n e . com 

Redaksi menerima kiriman 
artikel, kolom, features, dan foto. 

Isi majalah dapat dikutip dengan 
menyebutkan sumber majalah MODAL. 
Wartawan majalah MODAL dibekali identitas. 



HOTLINE LANGGANAN: 021-79190005 




Agaknya kurang lengkap 
kalau sebuah rapal serius tak 
diimbangi dengan suasana yang 
cair Begitulah yang ada di 
benak awak MODAL ketika 
menuntaskan perencanaan bis- 
nis (business plan) majalah ini di 
Karawang, Jawa Barat, awal 
Januari silam. 

Ide liar pun muncul dengan 
dalih untuk penyegaran, setelah 
sebelumnya menguras otak, piki- 
ran. dan waktu. Akhirnya, 
memancing menjadi pilihan 
untuk refreshmg tersebut. Maka, 
dibidiklah sebuah kolam ikan 
mas di kawasan 
Rcngasdcngklok, tempat berse- 
jarah dalam proses kemerdekaan 
Republika Indonesia. Letaknya sekitar 10 kilometer dari pusat kota 
Karawang. 

Kolam yang berada ditepi saluran irigasi di areal pesawahan itu menjadi 
arena "perlombaan" mancing awak MODAL. Tak ada diskriminasi jender di 
sini. Tiga wanita tim MODAL - Hayati Nufus, Nana Ningsih, dan Yuni Ispani 
- turut memegang kail Mereka bersanding dengan sembilan pria - Guntur 
Subagja, T. Setya, M. Furqon, Supriyatno Yudi, Emyani, M. Masdi, Henry 
Wi jaya, Isdianto* dan Surya Mandala - di pingir kolam. 

Bak pemancing profesional kail pun mulai dilempar ke kolam sekitar 
pukul 09,00 WIB, Hingga sekitar satu jam, tak ada satu 
pun ikan yang memakan umpan dari kail kami. 

Padahal beberapa pemancing di luar tim MODAL 
sudah berulangkah mendapatkan ikan. Namun, 
tiba-tiba kami dikagetkan teriakan dari arah 
barat. Selidik punya selidik, rupanya. Hayati 
Nufus "memecahkan rekor", la mendapatkan 
ikan mas berukuran setengah kilogram. Tapi, 
bukannya ikan segera dilepaskan dari pancing, 
koordinator iklan - bukan ikan -- majalah Modal ini 
malah berjingkrak- j ingkak di tengah pematang. KonnuT 
saja mengundang perhatian para pemancing lain. 

Rupanya, "dewi fortuna" di hari Ahad (5/1) itu benar-benar sedang berada 
pada gadis yang kini sedang mengikuti Program Pasca Sarjana U J jurusan 
ekonomi syariah ini. Hingga lengah hari, ia mengumpulkan ikan terbanyak, 
enam ekor. Sementara yang lainnya hanya mendapatkan satu atau dua ekor 
saja. Bahkan Supriyatno Yudi tidak satu pun mendapatkan ikan. Sedangkan 
kail milik Surya Mandala, justru dibawa lari ikan yang memakan umpannya, 
ke tengah kolam. 

"Prestasi" Nufus itu tampaknya membuat hati para pria "panas". Pada sesi 
kedua "perlombaan", setelah waktu makan siang. T. Setya (anggota redaksi) 
dan Surya Mandala (tim desain grafis) "membalas dendam" Nufus, dengan 
mengumpulkan masing-masing delapan ikan. Namun, lagi-lagi, ikan-ikan 
mas yang banyak itu kurang bersahabat dengan Supriyatno. Pancing yang 
ditanamkan anggota tim redaksi kami ini, sama sekali tidak "disentuh" ikan. 
Meski begitu, kami semua bergembira. 

Pembaca, itulah salah satu cara kami untuk mengendorkan ketegangan. Ini 
agar kami bisa fresh kembali bekerja pada esok harinya. Lebih dari itu. busi- 
ness plan yang kami rumuskan juga untuk kesinambungan majalah ini menja- 
di lebih baik. Semuanya kami lakukan sebagai upaya kami agar bisa menya- 
jikan informasi dan produk majalah yang berkualitas, sesuai dengan keingi- 
nan pembaca. Selamat membaca! 
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surat@modalonline.com 



Salah 

Ketik 

Setelah membaca Majalah MODAL edisi No. 03/Th L saya 
menemukan 32 kesalahan ketik sampai dengan halaman 26 
saja. Menurut saya, untuk ukuran majalah yang ditujukan 
kepada kalangan bisnis, bila terlalu banyak kesalahan kelik 
akan sangat mengurangi bonafiditasnya. Oleh karena itu saya 
mengusulkan, agar untuk penerbitan-penerbitan berikutnya, 
Majalah MODAL menggunakan jasa korektor/editor. 

Isvvn hjudi A. K» rim 

Wisma Danamon Aetna Lite 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 

Red: Terima kasih atas koreksi dan saran Anda. 



Contoh Aplikasi 
Wakaf 

Saya pembaca tetap Majalah MODAL sejak edisi perdana. 
Salah satu rubrik yang saya baca teratur adalah Kolom Wakaf. 
Saya tertarik dengan sistematika rubrik ini yang pada tahap 
awal lebih banyak berbicara soal landasan syariah dan defin- 
isi-definisi. 

Tapi, sampai edisi ketiga saya melihat Kolom Wakaf belum 
mengupas aplikasi dari wakaf itu sendiri. Padahal saat ini 
sedang populer dibicarakan soal wakaf uang tunai sebagai 
upaya m engh i d up ka n wa k af t i d u r. 

Saya berharap pada edisi selanjutnya Kolom Wakaf lebih 
banyak mengupas contoh-contoh kasus aplikasi wakaf, baik 
yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan 
demikian pengelola wakaf di negeri ini bisa terpacu untuk 
lebih memasyarakatkan wakaf produktif. 

Alwi Muhammad 

Pesantren Al Asna, Seputih Mataram, Lampung Tengah 

Konsistensi 

Bagi Hasil 

Saya mahasiswa yang tengah menyusun skripsi dengan 
topik "Konsistensi Penerapan Sistem Bagi Hasil di Bank 
Syariah. Oleh karena itu saya sedang sangat membutuhkan 
informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Saya mohon 
bantuan redaksi Majalah MODAL atau pengelola MODAL 
Online untuk membantu memberikan informasi. Atas bantu- 
annya saya haturkan banyak terima kasih. 

A m i r <amir(fl p I asa.co m> 



Koleksi 

MODAL 

i 

Saya sudah membaca majalah MODAL edisi 02/Th 1. 

Saya tertarik dan ingin tahu lebih banyak lagi tentang ekono- 
mi dan bisnis syariah. JJntuk melengkapi koleksi saya, 
bisakah saya memperoleh edisi MODAL No. 01 dan 03? 

Oki <Oki_ B a k t i J m ansy a h (k :nike. co m> 



Reksadana 

Alternatif 

Selamat atas terbitnya majalah MODAL. Saya ingin mem- 
beri masukan, agar MODAL juga banyak mengupas tentang 
reksadana syariah sebagai alternatif investasi syariah di 
Indonesia, Walaupun pemainnya belum banyak, tapi sebagai 
alternatif investasi boleh kan?! 

arke <arke@im.pnm,co4d> 



Pembiayaan 
Bank Syariah 

Sudah sejak tiga tahun lalu saya dan suami merintis bisnis 
kecil-kecilan di bidang catering. Sejauh ini kami hanya 
melayani catering dari sejumlah anak kos t yang tinggal di 
lingkungan kompleks. 

Dalam hal permodalan selama ini kami hanya mengan- 
dalkan uang pribadi. Kami merasa belum layak untuk 
mengambil pinjaman ke bank. Tapi, kami saat ini merasa 
perlu memperluas usaha catering ke lingkungan di luar 
kompleks dan memerlukan modal yang lebih besar. 

Melalui majalah MODAL kami ingin memperoleh penje- 
lasan tentang tata cara mengajukan pembiayaan ke bank 
syariah. Apa saja syarat-syaratnya, berapa jumlah minimal 
peminjaman, dan sebagainya. 

Yu I i ta < 1 sp a ni@y a hoo.c om > 



Ralat 

Di Majalah MODAL Edisi No. 02/Th L rubrik Feature 
“Bankir Wanita” tertulis nama Siti Mila Gamasih, Kepala 
Cabang Syariah Bukopin, seharusnya Siti Mila Garmilah. 
Kami mohon maaf alas kesalahan tersebut. Redaksi 
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Melucuti 
Monopoli Depag 

Kesekian kali dalam rentang waktu cukup panjang, gagasan swastanisasi 
mengemuka ke permukaan. Pemerintah diminta melepas perannya sebagai 
pelaksana perjalanan haji, dan harus lebih banyak mengambil peran sebagai 
regulator dan pengawas. Namun, sudah siapkah swasta ? 




IIBNRV W I JAYA/MODAL 



vWtftuM 



R itus perjalanan haji baru saja dimulai. Di kampung- 
kampung di pinggir Jakarta, masyarakat Beta- w i 
sibuk membuat upacara untuk melepas kepergian 
tetangga, sanak keluarga, atau kerabat dekat mere- 
ka yang menunaikan rukun Islam kelima. Di asra- 
ma haji, petugas sibuk menyambut ribuan calon jamaah haji. 
Sementara di embarkasi, ribuan calon jamaah lain memulai per- 
jalanannya. 

Semuanya masih belum berubah. Dari tahun ke tahun, teruta- 
ma sejak pemerintah memonopoli bisnis perjalanan ibadah haji, 
ritus perjalanan menunaikan rukun Islam kelima tetap sama. 
Departemen Agama (Depag) sibuk bukan kepalang karena men- 
jalankan banyak fungsi vang tumpang tindih dalam ritus suci 
ini. Tidak sekedar sebagai pelaksana, tapi juga pengawas dan 
regulator 

Depag masih menangani hampir 80 persen dari 200 ribu calon 
jamaah haji. Sisanya ditangani biro-biro perjalanan haji. Tahun 
ini, misalnya, biro-biro perjalanan haji kebagian mem- 
berangkatkan 23 ribu jamaah dengan biaya perjalanan ibadah 
haji (BPIH) khusus, dulu disebut ONH plus* 

Yang berubah, dan sepertinya harus selalu berubah, adalah 
biaya perjalanan yang dibebankan kepada calon jamaah haji. 
Tahun ini, Depag memasang tarif BPIH Rp 27 juta sampai Rp 
30 juta. Perbedaan harga ini disebabkan pembagian zona pem- 
berangkatan menjadi tiga. Untuk Aceh dan kawasan timur 
1 n dones i a, Depag m em a s an g tar i f' R p 3 G j u ta per j ara aa h , 

Berbeda dengan BPIH Depag, biro-biro perjalanan memasang 
tarif beragam. Namun, Depag merasa perlu mengeluarkan stan- 
dar minimal BPIH khusus kepada biro-biro perjalanan, yaitu 
2.300 dolar per jamaah. Ketentuan standar minimal ini dimak- 
sudkan agar BPIH Depag masih lebih murah dibanding yang 
ditawarkan biro perjalanan. 

Terlepas dari BPIH khusus, biaya perjalanan haji tahun ini 
juga mengalami kenaikan rata-rata Rp 200 ribu. M e- mang tidak 
signifikan. Namun kenaikan sekecil apa pun kian menguatkan 
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anggapan bahwa ONH, B P! H, dan 
entah apa lagi namanya kelak, dikon- 
disikan selalu naik dan naik. Mungkin, 
hanya peristiwa luar biasa yang bisa 
menurunkan biaya perjalanan haji. 

Berapa pun ongkos yang dipasang 
pemerintah jumlah jamaah haji tetap 
saja membludak. Sebelum 1998, kuota 
haji Indonesia selalu terpenuhi, bahkan 
di tahun 1995 sempat terjadi booming, 
yang menyebabkan ribuan jamaah haji 
gagal berangkat dan harus menunggu 
sampai tahun berikutnya. Penurunan 
drastis jamaah haji hanya terjadi 1999. 
Tahun itu pemerintah hanya mengirim 
67 ribu jamaah, jauh dari tahun 
sebelumnya yang mencapai 200 ribu 
jamaah* 

Penurunan disebabkan krisis mon- 
eter, politik, dan melambungnya nilai 
tukar dolar terhadap rupiah. Ongkos 
perjalanan haji meroket dari Rp 8,8 juta 
di tahun 1998, menjadi Rp 21,8 juta 
pada 1999. Tahun berikutnya terjadi 
pelonjakan dua kali lipat lebih menjadi 
175.552 jamaah. 

Trend kenaikan terus terjadi. Tahun 
2002, misalnya, Indonesia mengirim 
jamaah calon haji sebanyak 196.813, 
dan tahun ini 205 ribu. Namun, kecuali 
1998, Indonesia selalu gagal memenuhi 
kuota. Terdapat dugaan, inilah yang 
menyebabkan mulai 2003 pemerintah 
Arab Saudi membuka calltng visa, 
artinya biro-biro perjalanan bisa sesuka 
hati menghubungi kementerian haji di 
Riyadh untuk meminta ijin masuk bagi 
jamaah calon haji yang dibawanya. 
Tidak ada lagi G to G, atau hubungan 
antarpemerintah dalam pengurusan 
jamaah calon haji yang akan berangkat. 

Terdapat kecenderungan pemerintah 
terus menambah jatah biro perjalanan 
penycnggara perjalanan haji. Jika sebe- 
lumnya, atau ketika masih bernama 
ONH plus, biro-biro perjalanan hanya 
kebagian memberangkatkan !0 ribu 
dan 15 ribu jamaah calon haji, kini 
menjadi 23 ribu. Jumlah ini relatif 
masih kecil jika dibanding jumlah biro 
perjalanan yang meminta jatah, dan 
ingin merasakan keuntungan dari bisnis 
ini. 

Namun, sampai sejauh mana, atau 
pada angka berapa pemerintah akan 
memberikan jatah kepada calon haji? 
Tidak ada yang tahu pasti. Biro-biro 
perjalanan sibuk mendesak pemerintah 
agar memberikan jatah lebih banyak 
pada tahun berikutnya. Sedangkan 
pemerintah akan selalu punya alasan 
jika tidak menambah, atau bahkan 



Pemerintah . 
tidak mungkin 
selamanya 
memainkan peran 
sebagai regulator, 
pengawas, 
dan pelaksana 
perjalanan haji. 

menurunkan, jatah untuk biro-biro per- 
jalanan haji. 

Yang penting adalah bukan seberapa 
banyak jatah yang akan diberikan 
pemerintah kepada biro-biro haji tahun 
berikutnya. Tetapi semua pihak, teruta- 
ma penyelengara perjalanan haji, perlu 
mendesak pemerintah agar secepatnya 
mengakhiri monopolinya di bisnis per- 
jalanan haji. Mereka harus terus meng- 
gulirkan isu ini, dan meminta wakil- 
wakil rakyat di DPR mengamandemen 
undang-undang melegalkan monopoli 
pemerintah. 

Alasannya sederhana saja. 
Pemerintah tidak mungkin selamanya 
memainkan peran sebagai regulator, 
pengawas, dan pelaksana perjalanan 
haji. Atau, pemerintah tidak bisa 
seterusnya menjadikan Departemen 
Agama sebagai lembaga bisnis per- 
jalanan haji, atau super biro perjalanan 
haji yang setiap tahun menangguh 
untung. Jika ini masih terjadi, tidak 
salah jika mantan Presiden Abdurrah- 
man Wahid mengatakan Departemen 
Agama tidak ubahnya seperti pasar. 

Sejenak melihat ke belakang, monop- 
oli pemerintah dalam bisnis perjalanan 
haji juga disebabkan ketidak-mampuan 
pihak swasta. Di masa Orde Lama, keti- 
ka perjalanan haji masih menggunakan 
kapal laut, swasta memainkan peran 
penuh dalam perjalanan ibadah haji. 
Namun ketika terjadi peningkatan jum- 
lah jamaah calon haji, swasta 
kelabakan. Mereka tidak siap meng- 
hadapi lonjakan ini, dan terjadi keka- 
cauan luar biasa. 

Inilah yang menyebabkan pemerintah 
merasa perlu mengambil alih penguru- 
san perjalanan baji* Tapi terdapat 
kecenderungan pemerintah ingin 
melanggengkan perannya* Ini terlihat 
dengan pernyataan Depag bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji adalah 
tugas nasional. Anehnya, monopoli 
pemerintah ini baru diperkuat tahun 
1999, atau pada masa era reformasi, 
dengan keluarnya UU No 17 tahun 
1999. Memang, UU tidak hanya 
menyebut pemerintah sebagai penye- 
lenggara haji, tapi juga swasta* Namun, 



swasta yang masuk sejak 1983, tidak 
pernah mendapat porsi sampai 30 
persen dari kuota. 

Monopoli pemerintah dalam per- 
jalanan haji kerap dituding sebagai 
penyebab naiknya ongkos per- 
jalanan ibadah haji* Tudingan ini 
bukan tanpa alasan* Di negeri ini, 
monopoli hampir selalu berdampak 
padp tingginya harga* Karena, pihak 
pemegang monopoli bisa semaunya 
menentukan keuntungan yang bakal 
diraih tahun ini, atau tahun berikutnya. 
Ketika terjadi kenaikan biaya produksi, 
misalnya, yang dilakukan bukan 
efisiensi tapi membebankannya kepada 
konsumen dengan cara menaikkan 
harga. 

Tapi, pemerintah selalu mengatakan 
penentuan biaya perjalanan ibadah haji 
kerap dikonsultasikan dengan DPR, dan 
melewati berbagai pembahasan yang 
panjang. Tidak dijelaskan apakah pem- 
bahasan yang dilakukan semata untuk 
membenarkan kenaikan, atau mem- 
bicarakan kemungkinan menekan 
biaya-biaya tertentu. 

Di sisi lain, pengamat perjalanan haji 
mengatakan biaya perjalanan ibadah 
haji sebetulnya bisa lebih murah* 
Mereka mengajukan sejumlah asumsi 
yang memang rasional. Misal, kompo- 
nen biaya pesawat yang bisa ditekan 
sampai 975 dolar AS, bukan 1.200 
seperti yang dipatok pemerintah. Serta 
biaya-biaya lainnya. Namun, swasta 
selalu tidak punya cara membuktikan 
semua ini karena pemerintah menerap- 
kan standar minimal bagi BP1H plus* 

Ide swastanisasi haruslah ditanggapi 
secara dewasa. Pemerintah tidak bisa 
mengesampingkan gagasan yang kerap 
muncul di saat musim haji ini. 
Sedangkan pihak swasta juga harus 
memperlihatkan keseriusan dengan 
melakukan pendekatan ke DPR, dan 
meminta revisi UU No 17 tahun 1999. 
Kalau pun tidak swastanisasi penuh, 
peran biro perjalanan dalam penyeleng- 
garaan perjalanan haji seharusnya 
diperbesar. Salah satunya dengan men- 
cabut standar minimal BPIH plus. Ini 
semua bisa dilakukan secara bertahap, 
sampai swasta benar-benar siap dan 
mampu. 

Jika penyelenggaraan perjalanan haji 
bukan sekedar bisnis, tapi merupakan 
tugas nasional, adalah hak semua pihak 
untuk melakukannya. Sedangkan pe- 
merintah kembali ke fungsi terhormat- 
nya; sebagai regulator dan pengawas. 

[t.setya] 
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Biro-biro 
perjalanan tidak 
pernah punya 
pengalaman 
memberangkatkan 
ratusan ribu jamaah 
Tapi, ini bukan 
alasan bagi 
pemerintah 
untuk terus, 
bermonopoli. 




Siap Bila Dipercaya 



idung sumbang penyelengaan 
ibadah haji (PIH) seolah tak 

1^^ berhenti mengalun. Ribuan 
jWjcI unjuk pun mengarah ke 
Departemen Agama (Depag). Dualitas 
peran — pengawas sekaligus penye- 
lenggara - Depag kerap dianggap seba- 
gai bibit ketidakprofesionalitasan PIH. 
Monopoli, begitulah para ekonom dan 
pengusaha menyebutnya. 

Dengung usulan swastanisasi PIH 
semakin kencang berkumandang. 
Apalagi semangat otonomi daerah kian 
berkobar. Tak hanya swasta (biro-biro 
perjalanan ibadah haji), pemerintah 
daerah juga berharap turut menikmati 
kue PIH. Pemda berharap dapat cipratan 
dana dari biro yang bercokol di daerah- 
nya. 

Namun, swastanisasi jelas bukan 
sesuatu yang mudah. Setelah sekian 
lama berjalan di bawah tangan Depag, 
mungkinkah biro perjalanan bisa 



mencapai sukses dalam format baru. 
Adaptasi dan penyesuaian jelas dibu- 
tuhkan, J tulah yang dirasakan biro per- 
jalanan, Meski telah lama menyeleng- 
garakan haji dan umrah, biro perjalanan 
tetap perlu penyesuaian nafas. Apalagi 
PIH bukan sekadar bisnis, namun yang 
lebih penting adalah pelayanan. 

Ketidaksiapan biro perjalanan meng- 
hadapi swastanisasi perjalanan haji 
dirasakan Biro Perjalanan Dian Nusa 
Insani {DNI}. Komisaris DNI Ali Said 
melihat ada beberapa kendala menuju 
swastanisasi, antara lain tietworkittg, 
akomodasi, dan transportasi. Jaringan 
kerja di kalangan biro perjalanan masih 
dinilai kurang memadai, terutama 
jaringan ke daerah. 

Sementara, jelas Ali, penyediaan 
transportasi juga bukan hal mudah. 
Swastanisasi jelas membutuhkan 
pesawat charter- an. Saat ini saja, yang 
masih menggantungkan diri ke Depag, 
dari kuota 23 ribu buat swasta pada 



perlu meningkatkan kuota bagi swasta 
setiap tahunnya. Bila saat ini 23 ribu, 
tahun depan paling tidak antara 25 hing- 
ga 30 ribu. Dalam waktu dua hingga tiga 
tahun ke depan biro perjalanan diharap- 
kan sudah mampu swastanisasi mumi. 

Meski demikian Ali menegaskan DNI 
sepenuh hati siap menghadapi tuntutan 
masyarakat akan swastanisasi. DNI 
mengaku terus berbenah, baik dari 
jaringan, pelayanan, hingga kesiapan 
SDM. “Kami selalu menawarkan apa 
yang akan kami berikan, kami tak 
mengumbar janji," jelas pengusaha 
muda ini. 

Berbeda dengan DNI, Umul Quro 
secara lantang menyatakan kesiapannya. 
Tengat waktu persiapan bukan inti per- 
masalahan demi menempuh swasta- 
nisasi. “Ini tergantung kesediaan 
pemerintah, mau tidak melepas penye- 
lenggaraan haji,” jelas Direktur 
Pelaksana Umul Quro Mursyklin Saleh 



biro perjalanan ini harus pula diimbangi 
dengan aksinya. Biro perjalanan mulai 
dari sekarang perlu berbenah. 

Butuh Waktu 

Pengalaman bukan jaminan untuk 



kekurangan tempat duduk. 

“Makanya untuk swastanisasi murni 
perlu step by step” tukas Ali yang juga 
sebagai ketua I Asosiasi Muslim 
Penyclengara Umroh dan Haji 
(AMPUH), 

Sebagai ajang berlatih biro, Depag 



pada regulasi pemerintah Arab Saudi 
saat ini. Pengurusan visa haji, misalnya, 
tidak lagi lewat pemerintah tapi lang- 
sung berhubungan dnegan kementerian 
haji Arab Saudi. Pada titik ini pemerin- 
tah Arab seolah menginginkan agar 
Depag cukuplah menjadi pengawas. 
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Pudarnya kepercayaan pemerintah Arab 
terhadap depag mungkin belajar dari 
kasus tahun lalu: Kuota yang mereka 
sediakan tak dipenuhi Depag, padahal 
masih banyak jamaah yang 
menginginkan berhaji. 

Di tengah arus deras swastanisasi. 
Lembaga Haji dan Umrah (LH U) 
Masjid Agung Sunda Kelapa justru 
bersuara lain. Wakil Ketua LH U 
Muzaini Wahab dengan tegas meny- 
atakan swasta belum siap mengelola 
PIH secara mandiri. Alasan Muzaini 
sederhana saja, isu swastanisasi sengaja 
digulirkan untuk kepentingan bisnis. 
''Depag, swasta, dan Pemda, ingin sal- 
ing ambil bagian," jelasnya. 



Swastanisasi bagi Dirut Center for 
islam i c Economic Research and 
Application (Cl ERA) Jafril Klialil 
bukan semata-mata persoalan bisnis. 
Pelayanan yang baik adalah semangat 
yang melatari swastanisasi. Pemerintah 
t a k a k a n b i s a m e I a y a n i secara ma ks i ma I 
bila merangkap sebagai pengawas dan 
regulator. 

Karena semangat pelayanan inilah 
Jafril melihat biro perjalanan belum 
siap untuk melaksanakan swastanisasi. 
SDM di biro-biro perjalanan dianggap 
belum memadai untuk melayani jamaah 
haji sesuai s y ari ah. Berbagai pelatihan 
perlu digelar. Sedikitnya membutuhkan 
persiapan selama dua tahun. 

Lebih Murah 

Kualitas pelayanan biro perjalanan 
jelas sulit diukur, namun setidaknya 
biro perjalanan bisa menawarkan Biaya 
Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang 
lebih murah. Mursyidin menjelaskan 
saat ini beban jamaah cukup berai, dis- 



amping harus membayar BPIH yang 
cukup tinggi harus pula membayar 
biaya administrasi tambahan sebesar 
Rp Ijuta. Secara detail ia menjelaskan 
untuk jamaah DKI Jakarta, misalnya, di 
samping beban BPIH sebesar 2.677 
dolar AS jamaah harus menambah 
biaya administrasi Rp 1 juta. 

Selain beban administrasi, banyak 
biaya lain yang bisa dipangkas, antara 
lain biaya pemondokan sebelum 
berangkat, tiket pesawat, dan pengina- 
pan di Tanah Suci. Dalam hitungan 
Mursyidin sedikitnya BPIH bisa diku- 
rangi hingga 2.500 dolar AS dan tanpa 
biaya tambahan dalam bentuk rupiah. 

Kemungkinan BPIH lebih murah 
juga dis- 
uarakan Ali 
Said. Kran 
swastanisasi 
akan meng- 
hantarkan 
pada per- 
saingan yang 
terbuka. 
H i langnya 
monopoli ini 
pun membu- 
at tawaran 
BPIH yang 
kompetitif. 
‘’Karena 
kompetitif 
itulah BPIH 
bisa tambah 
murah, atau bisa jadi tambah mahal ter- 
gantung fasilitas yang diberikan biro 
perjalanan," paparnya. 

Hasil penelitian CIERA juga mem- 
buktikan murahnya BPIH bila penye- 
lenggaraan ibadah haji diswastanisas- 
ikan. CIERA menemukan mark u p 
pemondokan di Arab Saudi sebesar 200 
dolar AS, Pemerintah saat ini mematok 
harga sewa pemondokkan sebesar 800 
dolar AS, padahal sesungguhnya hanya 
200 dolar AS. 

Dari segi tiket, beban jamaah juga 
akan terkurangi. Saat ini dari BPIH, 
alokasi tiket pesawat sebesar ! .200 
dolar AS. Padahal, bila menggunakan 
pesawat charter - an hanya membu- 
tuhkan 975 dolar AS per orang untuk 
pergi-pulang. ‘Madi sedikitnya BPIH 
bisa dikurangi hingga 500 dolar AS." 
jelas Jafril. 

Seleksi Biro Perjalanan 

Dengan semangat pelayanan pula, 
seluruh biro perjalanan haji - 120 di 



Jakarta, dan sisanya di daerah — perlu 
diseleksi. Hanya biro yang memenuhi 
standar tertentu yang berhak menye- 
lenggarakan ibadah haji. Sehingga, 
cerita jamaah BPIH plus yang tak 
mendapat tiket pulang beberapa 
tahun lalu tak terulang. 

Salah satu persyaratan yang harus 
dipenuhi misalnya, kata Mursyidin, 
pemah menyelenggarakan umroh dan 
haji beberapa kali dengan menujukkan 
bukti dokumen. Selain itu, Jafril 
menambahkan, para pemilik atau pen- 
gelola biro perjalanan harus memenuhi 
standar tertentu. "Kalau tidak malah 
nonmusliin yang pegang, jadi harus 
tahu standar pelayanan syariah,” tan- 
dasnya. 

Berbeda dengan Mursyidin dan Jafril, 
Ali justru menghendaki tak ada seleksi 
khusus. Semua biro perjalanan berhak 
sebagai penyelenggara ibadah haji. 
Seleksi yang dilakukan adalah seleksi 
pasar. Mekanisme pasar yang akan 
menentukan mana biro yang layak dan 
tidak. Bila masyarkat menganggap biro 
perjalanan tertentu tidak layak tentu 
akan ditinggalkan. 

Selain berbagai permasalahan di atas, 
mekanisme sanksi terhadap biro per- 
jalanan yang 'nakal' juga perlu diru- 
muskan. Begit juga dengan diplomasi 
ke pemerintah Arab Saudi. Para pen- 
gelola biro perjalanan masih berseteru 
tentang kemungkinan pembuatan kon- 

Semua biro 
perjalanan 
berhak sebagai 
penyelenggara 
ibadah haji. 
Seleksi yang 
dilakukan adalah 
seleksi pasar. 

sorsium. Sebagian dari mereka men- 
ganggap tidak perlu, karena diplomasi 
ke pemerintah Arab Saudi cukup 
diwakili asosiasi. 

Siapa pun memang bebas berpendap- 
at. Namun demi muara yang sama 
(swastanisasi) tentu berbagai pihak 
yang terlibat perlu duduk bersama. 
Depag, swasta, Pemda, dan ormas 
kehajian perlu berkumpul merumuskan 
regulasi bersama. Tanpa regulasi jelas 
tak kan berjalan. 

[supriyatno y] 




PELAYANAN: JAMAAH INGIN DILAYANI LEBIH BAIK 
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Pangkas Biaya 
Lewat Swasta 



INTIfRNfcT 




BERTEDUH: JAMAAH HAJI DI BAWAH TENDA 



Tuntutan 
swastanisasi 
penyelenggaraan 
haji tak pernah 
redup. Tetapi, 
pemerintah seba- 
gai pelaksana 
juga mendapat 
restu undang- 
undang. 

S ekitar 23 ribu jamaah haji plus 
terancam gagal berangkai ke 
Tanah Suci pada tahun ini. 
Alasannya, hingga mendekati 
balas akhir pemberangkatan, mereka 
belum memperoleh visa haji dari 
Kedubes Arab Saudi, Itulah berita yang 
menghiasi sejumlah media masa awal 
tahun 'ini. 

Cerita miring dalam penyelenggaraan 
ibadah haji Indonesia hampir selalu ter- 
dengar di setiap musim haji. Sejumlah 
jamaah telantar di Tanah Suci, terlambat 
pulang, inefiensi, hingga penilaian ten- 
tang mahalnya biaya perjalanan haji di 
Indonesia. Tapi, ini hanya sebagian per- 
soalan yang sering muncul ke permukaan 
di setiap musim haji. 

Juga, selalu ada kambing hitam yang 
dianggap sebagai penyebab terjadinya 
berbagai persoalan di seputar penyeleng- 
garaan ibadah haji. Yaitu: monopoli 
pemerintah. Departemen Agama yang 
seharusnya berperan sebagai pengawas 
justru menjadi penguasa penyelenggara 
ibadah haji. Tak berlebihan jika sejumlah 
pihak menilai pemerintah berperan lebih 
dalam persoalan haji. 

“Sangat tidak etis bila pemerintah 
berfungsi ganda; selaku regulator dan 
pelaksana teknis ibadah haji . Ini kan 
lucu. Mudah-mudahan kelucuan ini 
hanya sementara,” ujar AM Saefudin 
dalam suatu seminar di Jakarta. 

Tudingan bahwa pemerintah 
melakukan monopoli penyelenggaraan 
haji, tak bisa dibantah, dan sudah 
berlangsung puluhan tahun. Padahal, 
dalam bisnis monopoli dianggap tidak 
sehat karena selalu menimbulkan 



inefisiensi, yang aK iurnya merugikan 
konsumen. Bahkan ada yang menilai 
aneh jika pada abad informasi saat ini 
masih ada bisnis yang dijalankan secara 
monopoli. 

Paling sederhana, dampak monopoli 
haji terlihat pada biaya pesawat untuk 
memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci, 
Pernah pada suatu ketika biaya angkut 
per jamaah mencapai 1,700 dolar AS, 
Padahal, penerbangan reguler untuk rute 
sama hanya 950 dolar AS per orang. Saat 
itu angkutan jamaah haji dimonopoli 
BUMN Garuda Indonesia. Silahkan 
hitung berapa banyak inefisiensi akibat 
monopoli di sektor penerbangan angku- 
tan haji. Itu berlangsung selama rejim 
Soeharto, 

Selepas era Soeharti. dalam beberapa 
tahun terakhir, terjadi penurunan. Kini 
komponen biaya penerbangan dalam 
biaya perjalanan ibadah haji (BP IH) 
menjadi 1,200 dolar AS per jamaah. 
Suatu penurunan yang cukup signifikan. 
Namun, masih dianggap terlalu tinggi 
jika dibanding BP IH yang ditawarkan, 
yang maksimal USSL100 per jamaah. 
Bahkan, menurut ketua Assosiasl Muslim 
Penyelenggara Umrah dan Haji 
(A M PU 11) Asrul Aziz Taba, beberapa 
tahun lalu biaya penerbangan dalam 
BP IH swasta hanya 950 dolar AS per 
jamaah. 



* Namun karena persaingan yang terja- 
di terutama pada saat ramai, biaya 
pesawat mencapai USS1.I00, Ini sudah 
hukum ekonomi,” ujarnya 

Itu baru dari sisi ongkos pesawat. 
Gambaran lain yang dianggap membuat 
BP1H menjadi mahal adalah lamanya 
masa tinggal jamaah di Tanah Suci, seki- 
tar 30-^40 hari. Sederhananya, makin 
lama tinggal di Arab Saudi, biaya pengi- 
napan dan akomodasi jamaah makin 
besar. Bandingkan dengan swasta yang 
masa tinggal jamaah hanya sekitar 15 — 
25 hari. Sebenarnya, waktu melak- 
sanakan ibadah haji tidak lebih dari 10 
hari. 

Lalu, kenapa jamaah haji Indonesia 
yang diberangkatkan pemerintah harus 
berlama-lama berada di negara Raja Fad? 
Ingin memperbanyak ibadah? Tentu 
bukan ini alasannya. Semua tahu, sebagai 
negara berpenduduk muslim terbesar di 
dunia, jumlah jamaah haji juga paling 
banyak, tahun ini sekitar 220 ribu orang. 
Melalui monopoli dalam penyeleng- 
garaan haji, sebagian besar jamaah diurus 
pemerintah. Hanya sektiar 20 ribu yang 
ditangani sw'asta. 

Dengan jumlah jamaah haji yang begi- 
tu banyak, hampir mustahil bisa men- 
gangkut mereka dalam waktu bersamaan. 
Berapa ratus pesawat yang dibutuhkan 
jika mereka harus pulang dalam satu hari. 
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Karena itu, angkutan jamaah dilakukan 
secara bergilir yang terbagi dalam kelom- 
pok terbang (kloter). Selama antre, seba- 
gian jamaah menunggu dan tinggal lebih 
lama di Arab Saudi. Inilah yang terjadi 
selama ini. Mereka yang berangkat lebih 
dulu, dipulangkan lebih awak Begitu 
sebaliknya. 

Urusan pemondokan jamaah di Arab 
Saudi, tampaknya sudah terselesaikan. 
Pemerintah bekerjasama dengan Darus 
Salam Group membangun asrama ter- 
padu yang berlokasi di Mekah. 
Pemondokan terletak di belakang Tanah 
Wakaf King Abdul Azis, berjarak sekitar 
500 meter dari pekarangan Masjid I 
Haram. Pembangunan pemondokan 
sepenuhnya dibiayai Darus Salam Group, 
perusahaan yang berlokasi di Arab Saudi. 
Untuk itu, pemerintah Indonesia berke- 
wajiban menyewa selama 25 tahun den- 
gan biaya per tahun 493,33 dolar AS per 
jamaah. 

Sedikit menengok penyelenggaraan 
haji swasta, jumlah yang diurus tidak 
banyak. Hanya sekitar 23 ribu orang, dan 
diurus 200-an perusahaan penyelenggara. 
Berarti setiap perusahaan hanya mengu- 
rus 100 sampai 200 jamaah. BPIH-nya 



memang mahal, karena menginap di 
hotel berbintang, bukan di perumahan. 
Angkutannya juga relatif lebih nyaman. 

Bayangkan jika penanganan haji 
model swasta namun penginapannya 
cukup di asrama atau perumahan biasa, 
sudah pasti ongkos haji menjadi murah. 
Caranya juga gampang: Swastanisasi, 
Artinya, hapus super monopoli 
Departemen Agama. 

Kendati demikian, Asrul Azis Taba 
berhati-hati menyikapi desakan 
swastanisasi penyelenggaraan haji. 
Karena, katanya, persoalannya tidak 
sederhana; menyangkut ribuali jamaah 
dan masalah ibadah, la menilai pelaksaan 
haji yang ditangani pemerintah pada 
tahun ini jauh lebih bagus dibandingkan 
masa silam. ‘Tapi bukan berarti saya 
setuju penyelenggaran haji sekarang 
sudah clean, belum tentu,” ujarnya. 

Jika benar akan diswastanisasikan, 
menurut dia, perlu lebih dulu dipersiap- 
kan secara matang, “Harus ada sistem 
yang mengatur. Jangan sampai 
masyarakat yang menjadi korban (akibat 
swatani-sasi),” ujarnya. Ia melanjutkan; 
‘"Kalau penyelenggaraan haji dis- 
wastanisasi, akan terjadi persaingan dan 



perebutan pada sektor-sektor terten- 
tu, Ini bisa menyebabkan ter- 
jadinya kekacauan pemberang- 
katan haji. Saya menganggap 
swata belum cukup kuat, 
walaupun saya s etuj u 

swastanisasi,” 

Perkiraan Asrul boleh jadi 
benar. Kalau penyelenggaraan haji 
langsung diswastakan seluruhnya, 
keipungkinan besar yang terjadi adalah 
kekacauan. Pemerintah yang selama ini 
dominan sebagai pelaksana teknis, boleh 
jadi juga akan gagap jika tiba-tiba harus 
berlaku bijak dan tegas menjadi pen- 
gawas. 

Tentu, bukan itu alasannya. Mungkin 
ada faktor kenyamanan yang dihi- 
langkan oleh para aparat yang menjadi 
panitian haji. Apalagi, mereka merasa 
mendapat dukungan dari DPR. Lihat saja 
hasil karya para wakil berupa UU No 17 
tahun 1991 tentang Penyeleng-garaan 
Ibadah Haji, yang menyebutkan penye- 
lenggara haji adalah pemerintah dan 
swasta. 

Jadi, siapa sebenarnya yang tidak mau 
swastanisasi penyelenggaraan haji? 

[m. furqon] 



K einginan 

S y a T i t 
menunaikan 
ibadah haji 
begitu kuat. Mahalnya BPIH tahun lalu sebe- 
sar 2.500 dolar AS (sekitar Rp 25 juta) tak 
mengurungkan niatnya, meski koceknya tak memenuhi. Ia 
akhirnya menunaikan rukun Islam yang kdima dengan paspor 
hijau. 

Lewat seorang teman ia berkenalan dengan warga Indonesia 
yang telah lama bermukim di tanah suci. H Roma, begitulah ia 
biasa dipanggil. Tak banyak BPIH yang diminta Roma, hanya 
Rp 10 juta. Sederet angka yang sangat jauh bila dibandingkan 
berhaji dengan paspor coklat. 

Dengan penuh keyakinan Syafii pun memutuskan bergabung 
dengan jamaah H Roma ini. Apalagi, dana sebesar itu sudah ter- 
masuk uang penginapan dan uang makan. Berbeda dengan pas- 
por coklat, Syafii berangkat tiga bulan sebelumnya. ‘"Saya 
berangkat bulan puasa,” kenang Syafii. 

Pesawat yang ditumpangi Syafii tak langsung mendarat di 
tanah suci. Singapura adalah transit pertama yang diingat 
Syafii, Tak kurang tiga kali ia ganti pesawat. Bukan hotel 
mewah yang ditempati Syafii, hanya perumahan sederhana. 
Meski bahan makanan dijatah, ia tetap memasak sendiri. 

Selain berhaji ia pun memiliki waktu lebih banyak untuk 
berjiarah dan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah. Sekitar 
lima bulan ia tinggal di Arab Saudi. Ia pun kembali ke tanah air, 
setelah jamaah haji paspor coklat selesai dipulangkan. 

Pengalaman serupa dialami Sanusi. Ia berangkat bersama ibu, 
adik, keponakan, dan menantunya. Bila Syafii lewat H Roma 
maka Sanusi lewat Zaunudin, juga warga Indonesia yang telah 
lama tinggal di Arab Saudi. Pertimbangan biaya lebih murah 
yang membuat Sanusi sekeluarga menjatuhkan pilihan pada 
paspor hijau. 

Pertengahan Desember 1996 (sekitar tiga bulan sebelum 
bulan haji) Sanusi beserta keluarganya berangkat dengan BPIH 



Rp 5,5 juta per orang (BPIH 
pemerintah saat itu Rp 7,5 
juta). Namun sebelumnya, 
meski ia tercatat sebagai warga 
Banten, la diminta Zaenudin mengurus paspor dengan KTP 
Cianjur. Sanusi menurutinya, walau ia tak tahu maksud sebe- 
narnya di balik itu semua. 

Singapura tetap menjadi transit pertama sebelum dua transit 
berikutnya. Namun, saat kembali ke tanah air ia terlebih diinap- 
kan semalam di Filipina, Paspor hijau tak hanya murah, bagi 
Sanusi lima bulan hidup di tanah suci memberikan ruang 
baginya untuk belajar agama lebih banyak, 

Singapura memang menjadi pintu bagi peminat haji paspor 
hijau. Negara di samping Pulau Sumatra ini pun berkepentingan 
untuk itu. Jatah kuota yang diberikan pemerintah Arab harus 
dipenuhi, sementara jamaah hajinya hanya sedikit. Jadilah 
Indonesia, yang jamaahnya melebihi kuota, menjadi incaran 
Singapura. Praktik serupa juga digelar Thailand dan Filipina. 

Pengalaman para haji paspor hijau ini dibantah Ketua 
Asosiasi Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) 
Asrul Azis Taba, Paspor hijau memungkinkan ketika pemerin- 
tah menarik 1.700 dolar A$ untuk transportasi. Sementara saat 
ini pemerintah menarik L2G0 dolar AS, Asumsinya, tiket 
pesawat reguler sebesar 950 dolar AS sangat tidak memu- 
ngkinkan. Karena, paspor hijau harus mengurus visa dengan 
biaya 500 dolar AS. Artinya biaya yang dikeluarkan paspor 
hijau akan lebih tinggi sebesar l .450 dolar AS (950 dolar AS 
untuk tiket ditambah 500 dolar AS untuk visa) 

Berbeda dengan Asrul, Jafril justru membenarkan fenomena 
ini. Dalam hitungan Jafril tiket reguler pesawat akan semakin 
lebih murah bila membelinya jauh hari sebelum musim haji, 
yakni sekitar 750 dolar AS, Bahkan penelitian CIERA menye- 
butkan angka 500 dolar AS bila menggunakan jasa Cabo 
Airlines. 4 "Apalagi mereka kan punya jaringan sendiri, itukan 
sindikat,"" tandas Jafril. 

[supriyatno y] 



Kisah Paspor Hijau 
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Renortase 




Naik-naik 

Gunung 



ke Puncak 

Apa pun namanya, biaya perjalanan haji di 
Indonesia hampir pasti naik setiap tahun. 
Padahal, banyak komponen biaya 
yang bisa dikurangi. 



H aj i Achmad, warga Kelura- 
han Semanan Jakarta Barat, 
punya pendapat sendiri men- 
genai ongkos naik haji 
(ONH), yang kini bernama biaya perja 
la nan ibadah haji (BPIH). Menurut-nya, 
ongkos naik haji dari tahun ke tahun se 
makin murah. Asumsinya; 4 'Ketika saya 
pergi di tahun 70-am saya harus men- 
jual tanah seluas 5000 meter. Sekarang, 
kalau saya mau berangkat lagi, menjual 
100 meter sudah lebih dari cukup.” 
Lelaki usia 72 itu mungkin benar. 
Tapi* asumsi itu mungkin hanya cocok 
untuk dirinya dan masyarakat Betawi 
pemilik tanah lainnya. Sedangkan untuk 
masyarakat lain, terutama yang mengan- 
dalkan biaya ibadah haji-nya dai i ke 
mampuan saving, ONH atau BPIH se 
lalu menjadi mahal. 

Lihat saja nilai BPIH 1999 yang me 
roket hingga Rp 21,85 juta. Atau naik se 
kitar tiga kali lipat dari biaya 1998 yang 
hanya Rp 8.8 juta. Lonjakan disebabkan 
melambungnya kurs dolar AS terhadap 
rupiah akibat krisis moneter, politik, dan 
ekonomi yang dimulai sejak Agustus 
1997. Satu dolar AS yang se-mula Rp 
2,300, menjadi Rp 10,000, pada 1999, 
Akibatnya, masyarakat yang sempal me 
nabung sampai Rp 8 juta lebih harus 
mengurungkan niatnya. Tidak tahu lagi 
berapa lama lagi mereka harus me 
nabung untuk sampai pada angka Rp 
2 ] ,85 juta. 

Anehnya, meski biaya melonjak tiga 
kali lipat jumlah jamaah haji Indonesia 
tidak pernah mengalami penurunan dras 
lis. Krisis ekonomi tampaknya tidak per- 
nah melemahkan kemampuan mereka 
mewujudkan niat menjalankan rukun 
Islam kelima. Terdapat kecenderungan, 
calon jamaah haji rela mengeluarkan 
biaya berapa pun agar bisa sampai ke 
Tanah Suci. 

Kondisi inilah yang kerap diman- 
faatkan sekelompok oknum. Dari mulai 



pendaftaran sampai ke asrama haji, 
seterusnya menuju bandara, dan setiba- 
nya di Tanah Suci, calon jamaah haji 
biasanya harus menghadapi berbagai pu 
ngutan dari kiri-kanan. Semuanya ber- 
jalan tanpa banyak kritik dan kecaman, 
karena jamaah yang menjadi obyek 
pungutan liar, pasrah begitu saja. 

Tahun lalu, calon jamaah haji di 
Cirebon dipungut Rp 1 juta sampai Rp 2 
juta di luar BPIH. Seperti diungkap Ny 
Darsid di harian Republika, pungutan 
tambahan itu untuk pembelian seragam 
haji berupa batik khas Cirebon dengan 
motif mega mendung, biaya manasik 
haji, dan transportasi. Belum lagi biaya 
pengadaan foto identitas setiap calon 
jamaah haji. Walaupun sudah membawa 
foto sendiri, mereka disarankan foto 
ulang dengan biaya Rp 35 ribu, 

“Saya ini mau ibadah, kok diper- 
mainkan. Apa ini aji mumpung?” 
Ny Darsih mengeluh. 

Malangnya, keluhan N y Darsid sulit 
ditindaklanjuti. Pihak Kantor Departe- 
men Agama Kota Cirebon mengaku t i 
dak pernah memberi instruksi melaku- 
kan pungutan itu. Drs H Endang Misba- 
huddin, pejabat Depai kota Cirebon, ber 



kilah ONH yang ditetapkan pemerintah 
hanya untuk pembiayaan selama di 
Tanah Suci, dan biaya tranportasi pe 
sawat udara dari Jakarta -Jcdah pulang 
pergi. 

la mengaku pungutan tambahan se 
suai instruksikan dari Pusat. Dana tam- 
bahan Rp S juta itu, katanya, untuk 
operasional dalam negeri, jasa per- 
bankan, dan pembelian seragam batik 
agar jamaah asal Cirebon mudah dike- 
nali. Biaya foto diperlukan, karena pe 
merintah Arab Saudi menginginkan foto 
jamaah yang benar-benar baru, 

[Masih Bisa Turun 

Belakangan, sejak angin reformasi ber 
hembus ke seluruh penjuru negeri, mu 
la i banyak suara yang menggugat besar 
nya nilai BPIH. Tak sedikit yang menilai 
angka yang dipatok pemerintah terlalu 
mencekik, tidak realisitis, dan terkesan 
menzalimi, 

Jafril Khalik Direktur CIERA dan 
salah seorang penggagas konsep Tabung 
Haji, termasuk tokoh yang gemar me- 
ngeritlk soal ini. “Sebenarnya ada ba 




NAIK: JAMAAH HAJI NAIK PESAWAT 
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nyak biaya yang bisa dihemat,” kata Jafrik * 'Salah 
satunya menekan biaya transportasi pesawat udara 
dari Jakarta ke Jedah.” 

Biaya 1200 dolar, katanya, itu masih terlalu ma 
hai dan bisa ditekan hingga 900 dolan Ia juga 
mempertanyakan mengapa jamaah harus 
dibebankan un luk membayar penuh, sementara 
pesawat komersil kadang banyak yang kosong. 

Usulan menekan tarif pesawat juga disuarakan 
Macbfudz Djaelani, mantan ketua umum AMPUH 
(Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji). 
Menurut Machfudz, setidaknya ada dua komponen 
yang bisa menurunkan ONH, yakni tarif pesawat dan 
akomodasi di Arab Saudi. Salah satu upaya un luk 
menekan biaya akomodasi adalah me-mesan ho tcl 
di Saudi sejak jauh hari sebelum pelaksanaan haji. 

Abdul Roqib, anggota Komisi VI DPR RI, juga 
sepakat perlunya menghemat biaya BPIH, "Ada 
banyak biaya yang bisa dihemat ” kala Roqib seba- 
gaimana dikutip media massa. Dian taranya biaya 
pembangunan embarkasi dan pusat informasi haji 
yang dibebankan kepada jamaah. 

Menurutnya, pembangunan fisik dan ongkos 
petugas haji sudah selayaknya menjadi kewajiban 
pemerintah melalui APBN. Sehinga, dana yang 
dibayar jamaah bisa dialokasikan ke plafon sewa 
rumah. Apalagi, lanjut Roqib, plafon sewa rumah 
ini diperkirakan naik mulai 2003. 

Seperti dilansir EVlenteri Agama, Said Agil Husin 
Al Munawar, tengah tahun lalu, plafon pemon- 
dokan dipastikan meningkat 50-100 dolar AS per 
orang. Salah satu faktor pemicu kenaikan adalah 
mulai musim haji 2003 pemondokan di Makkah 
wajib menggunakan ranjang seperti di Madinah. 

Kenaikan ini, kala Menag, sebagai konsekuensi 
dari tekad pemerintah meningkatkan kualitas 
pemondokan di Tanah Suci, Sebagai ilustrasi, pada 
musim haji 2002, plafon sewa pondokan haji 
I ndo n es i a h any a 1 . 60 0 ri ya I , sein en tara n ega ra lain 
seperti Turki, India dan Pakistan, sudah di atas 
2.000 riyaL 

Terlepas dari bakal naiknya ongkos sewa pemon- 
dokan, ada banyak iteni biaya lain yang bisa dihe- 
mat, seperti souvenir atau tas jamaah. Biaya-biaya 
ini selayaknya tidak dibebankan ke jamaah. 

Untuk BP1H 2003 Depag sudah meminta penu- 
runan biaya komponen ke Ditjen Anggaran, Depag 
meminta untuk mengalokasikan dana sebagai kom- 
ponen BP1H dalam anggaran rutin (APBN), 
khususnya komponen yang tidak langsung 
dinikmati jamaah sebesar 5.78 1 .528 dolar AS. 

Namun, sebelum usulan itu dipertimbangkan, 
tentu akan lebih bijak jika Depag bertindak 
transparan dan mencoba mengevaluasi diri ter- 
hadap setiap rupiah dana BPIH, Apakah aparat 
yang bertugas menyelenggarakan perjalanan haji 
benar-benar efisien sehingga perlu bantuan APBN? 
Ini dulu, baru yang lain 

[ummyaii kovvi| 



ONH Sepanjang Masa 



Awalnya, besar Ongkos Naik Haji (ONH) untuk seluruh jamaah di 
Indonesia sama dan serupa. Entah itu jamaah dari Banda Aceh atau dari 
Makasar, semua diberlakukan seragam. Walaupun sebenarnya jarak tem- 
puh penerbangan dari Aceh-Jedah dengan Makasar-Jedah jauh berbeda. 
Namun sejak 2000, perhitungan ONH - atau sekarang bergelar Biaya 
Perjalanan Ibadah Haji (BP1H) - dibagi 
berdasarkan jarak tempuh dan dikategorikan 
dalam zone 1 (Aceh, Medan Batam) hingga 
zone 3 (Maksar dan Balikpapan). Selain itu, 
sejak 2001 besar BPIH juga dibagi 
berdasarkan jarak antara lokasi ibadah haji 
dengan tempat menginap. Jamaah yang men- 
dapat pemondokan dekat Masjidil Haram 
(Makkah) atau Masjid Nabawi (Madinah), 
akan dikenakan biaya lebih mahal, dan seba- 
liknya. Dengan sistem ini, penetapan ONH 
dirasakan lebih adil oleh seluruh jamaah. 

Setiap tahunnya, biaya haji ini ditetapkan 
pemerintah berdasarkan kurs rupiah terhadap 
mata uang asing, khususnya dolar AS. Ini 
disebabkan sebagian besar (90%) komponen 
biaya yang dikeluarkan jamaah haji digunakan 
dalam bentuk mata uang asing. Jadi, bila rupi- 
ah terus bergejolak, menguat atau lemah, 
ONH akan berubah pula. 

Kenaikan drastis dari ONH ini pernah terja- 
di pada 1999, saat Indonesia masih terkena 
imbas krisis moneter. Ketika itu biaya haji 
mencapai Rp 21.855.000, atau sekitar 2.737 
dolar AS dengan kurs Rp 10.000. Jumlah 
2.737 dolar itu sebenarnya jauh berkurang 
dibandingkan tahun 1998 yang mencapai 
3, 140 dolar AS. Hanya saja pada 1998 itu 
kursnya masih dihitung Rp 2.300 per dolar 
AS. 

Selengkapnya, tabel biaya baji tahun 1949 
sampai 2003, sebagai berikut: 



Tahun Biaya Haj 



2000 Zone 1 2.754 dolar AS (paket A) 
Zone II 2.584 dolar AS (paket A) 
Zone III 2.954 dolar AS f paket A) 

2001 Zona I Rp21 f 5juta (Paket A) 

Zona H Rp22 juta (Paket A) 

Zona III Rp23 juta (Paket A) 

2002 Zonel 2.577 dolar AS 
Zone II 2.677 dolar AS 
Zone III 2.777 dolar AS 

(BeLum termasuk biaya operasional dalam 

negeri Rp800 ribu) 

2003 Zone I 2.577 dolar AS 
Zone II 2.677 dolar AS 
Zone III 2.777 dolar AS 

(Belum termasuk biaya operasional dalam 

negeri Rp 1 juta) 

Sumber : 

Buku Pintar Haji, dan Berbagai Sumber 



No, 


Tahun 


Ongkos Haji 


i. 


1949 


Rp. 


3.395 


2. 


1950 


Rp. 


6,428 


3. 


1951 


Rp, 


8,487 


4, 


1952 


Rp. 


16.697 


S- 


1953 


Rp, 


13,300 


6. 


1954 


Rp. 


23.304 


7 . 


1955 


Rp. 


22.000 


8. 


1956 


Rp. 


25.300 


9. 


1957 


Rp. 


21,071 


10. 


1953 


Rp. 


59.000 


11. 


1959 


Rp. 


59.000 


12, 


1960 


Rp. 


38,200 


13. 


1961 


Rp. 


38,000 


14. 


1962 


Rp. 


60.000 


15. 


1963 


Rp. 


200.000 


16. 


1964 


Rp. 


1.400.000 


17. 


1965 


Rp, 


Z, 250.000 


18. 


1966 


Rp. 


110.000 


19. 


1967 


Rp. 


165.000 


zo. 


1968 


Rp. 


360.000 


21. 


1969 


Rp, 


382.500 


22, 


1970 


Rp. 


380.000 


23. 


1971 


Rp. 


370.000 


24. 


1972 


Rp. 


402.000 


25. 


1973 


Rp. 


446.000 


26. 


1974 


Rp. 


560.000 


27. 


1975 


Rp. 


590.000 


28. 


1976 


Rp. 


16.000 


29. 


1977 


Rp. 


766.000 


30. 


1978 


Rp. 


766.000 


31. 


1979 


Rp. 


1.490,000 


32. 


1980 


Rp. 


1.577.000 


33 


1981 


Rp. 


1 ,043,000 


34. 


1982 


Rp. 


2.110,000 


35 


1983 


Rp. 


2.320,000 


36. 


1984 


Rp. 


3.128,500 


37. 


1985 


Rp- 


3.212.000 


38. 


1986 


Rp. 


3.212.000 


39. 


1987 


Rp. 


4,560,000 


40. 


1988 


Rp. 


4,750.000 


41. 


1989 


Rp. 


5,150,000 


42. 


1990 


Rp. 


5,320,000 


43. 


1991 


Rp. 


6,000,000 


44. 


1992 


Rp. 


6,475,000 


45. 


1993 


Rp. 


6,700.000 


46 


1994 


Rp. 


6,900,000 


47. 


1995 


Rp. 


7,070,000 


48, 


1996 


Rp. 


7,290,000 


49, 


1997 


Rp. 


7,551,000 




1998 


Rp. 


8,805,000 


I 


1999 


Rp. 


21,855.000 
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Lebih Murah 
di Malaysia 



Tabung Haji (TH) Malaysia menjamin ongkos naik 
haji lebih murah Rp 10 juta dibanding Indonesia* 



D alam banyak hal tampaknya 
Indonesia harus banyak be 
lajar dari Malaysia. Ter 
masuk bagaimana menge 
lola perjalanan ibadah haji. 
Dibanding banyak negara, cara pengelola 
an jamaah haji Malaysia tergolong baru. 
Tapi, untuk soal layanan tak ada yang me 
ragukan. Bahkan banyak yang menyebut 
salah satu yang terbaik di dunia. 

Penyelenggara haji di Malaysia dikelo- 
la sebuah badan yang disebut Lembaga 
Urusan dan Tabung Haji (LUTH). Lem 
baga berdiri 33 tahun silam untuk me 
menuhi kebutuhan jamaah haji Malaysia. 

Dalam perkembanganya LUTH tak 
ingin kalah dan hancur dalam persaingan. 
Sebagai lembaga korporat, LUTH harus 
menyesuaikan diri dengan kemajuan per 
ekonomian sepanjang 1990-an. Pada 
1995 LUTH meluaskan bentuk layanan- 
nya, tak ubahnya lembaga keuangan lain. 

Langkah ini menjadikan LUTH makin 
mendapat tempat di hati masyarakat. Le- 
wat pembenahan di berbagai sektor, LU 
TH tumbuh sebagai lembaga independen 
yang dikelola pejabat setingkat menteri. 
Pada Agustus 1997, institusi ini ber ganti 
nama menjadi Lembaga Tabung Haji, 
dan dikenal masyarakat dengan 
singkatan TH. 

Kini, setelah lebih tiga dasawarsa, TH 
bisa berban gga diri. TH adalah salah satu 
kisah sukses terbesar Malaysia, yang 
mengilhami negara-negara Muslim lain 
belajar dalam pengelolaan haji yang 
benar dan baik. 

Apa yang membuat TH menjadi ruju 
kan penyelenggara haji di berbagai nega 
ra? "Lembaga ini contoh sukses men- 
gelola tabungan," kata Ungku Aziz, guru 
besar ekonomi Universitas Malaya, 
Kuala Lumpur. "Lembaga ini pula yang 
mengubah kebiasaan masyarakat Malay 
si a sebelum beribadah haji." 

Semula, menurut Ungku Aziz, masya 
rakat lebih suka menginvestasikan uang 
dalam bentuk hewan piaraan atau tanah. 
Harta tak bergerak ini yang dijual kem- 
bali untuk ongkos naik haji. Untuk men- 
dapat keuntungan lewat cara ini membu- 
tuhkan waktu cukup lama. TH mengu 
bah kebiasaan lama investasi masyarakat 
kc dalam bentuk tabungan. 



Lelaki yang menjabat wa 
kil presiden Univesitas Mala 
ya ini mencari terobosan, la 
memperkenalkan ski m tabu 
ngan haji. Dana yang disetor 
tak terlalu besar. "Angka 
yang ditawarkan hanya 50 
sen sampai 100 ringgit Ma 
laysta. Namun, saat ini 
setoran awal ditetapkan 10 
ringgit Malaysia." 

Setiap penabung langsung 
dicatat sebagai calon jamaah 
haji. Tabungan masyarakat 
ini dikelola dalam berbagai badan usaha. 
Sebagian hasilnya masuk ke rekening 
penabung. Lembaga ini tidak mengenal 
bunga. Otomatis jumlah dana yang ter- 
simpan kian banyak. Dana ini diakumu- 
lasi sampai memenuhi jumlah yang dite- 
tapkan sekitar 1,500 ringgit Malaysia. 

Sistem yang diterapkan TH ternyata 
menarik minat PM Mahathir Mohamad 
untuk menjadi penabung, Mahathir 
merupakan satu dari 2 juta penabung 
hingga saat ini, "Ini merupakan teladan 
bagi masyarakat/' kata Tan Sri Zainol 
Mahmood, pengurus TH. 

Dengan pola pengelolaan tanpa bunga 
T H makin mendapat tempat di hati ma 
syarakat. Ketika krisis ekonomi mener- 
jang Malaysia pada 1997-1998, TH jus- 
tru menunjukkan peningkatan signifikan. 

Pada 1996 dana yang terkumpul di TH 
mencapai 4,27 miliar ringgit. Tahun 1997 
meningkat menjadi 5,70 miliar ring 
git. Tahun 1998 naik menjadi 7,99 miliar 
ringgit. Bahkan di tahun 1999 melonjak 
menjadi 9.53 miliar ringgit, dengan jum- 
lah penabung mencapai 6 juta orang. 

Peningkatan dana calon jamaah haji ne 
gen jiran yang masuk ke TH berdampak 
positif. Biaya Perjalanan Ibadah Haji 
(BPIH) menjadi lebih murah. Sebagai per 
bandingan, BPIH di Malaysia lebih mu 
rah Rp 10 juta rupiah dari Indonesia. 

TH menjadi salah satu penyelenggara 
haji terbaik dan terbesar di dunia. Tak 
sekedar lembaga penyeleng gara haji, 
tapi juga Holding company yang menaun- 
gi beberapa usaha, perkebunan kelapa sa 
wit, pelayaran, dan lainnya. 

Salah satu jejak sukses TH adalah se 
buah gedung megah yang akrab di telin- 




ga masyarakat Malaysia dengan nama Ge 
dung Tabung Haji. Berarsitektur Hijjas 
Kasturi, gedung ini sempat menjadi yang 
tertinggi di Negeri Jiran sebelum menara 
kembar Petronas berdiri/'Ini bukti mus- 
lim bisa mengelola bisnis secara benar.* 1 

Semula tak ada yang menyangka TH 
meraih sukses. Saat pertama didirikan, 
TH hanya mampu mengirim jamaah haji 
Malaysia dengan kapal laut sampai 1971 . 
Baru pada 1 972 TH - yang saat itu berna- 
ma LUTH - mampu memberangkatkan ja 
maah haji dari dengan pesawat terbang. 
Saat itu TH menyewa Pakistan Inter 
national Airlines (P1A), dari Pakistan. 

"Kini, kami meneken kontrak kerja s a 
ma dengan Malaysia Air System (M AS). 
Kami diberi pelayanan terbaik," ujar 
Ungku Aziz, jamaah haji pertama TH, 

Profesionalisme TH, menyingkirkan 
keinginan warga Malaysia menggunakan 
biro perjalanan lain. Terlebih, TH men- 
jamin calon jamaah haji bisa tahu kapan 
akan diberangkat kan, kalaupun harus 
nunggu tiga tahun berikutnya. 

111 terus berkembang. Perwakilannya 
menyebar di seluruh negara bagian. Se 
lain itu TH juga terus memperbaiki kuali 
tas pelayanannya. Salah satunya dengan 
membangun dua kompleks haji di Kelana 
Jaya dan Bayan Lepas. Kompleks ini 
dilengkapi asrama, penginapan, masjid, 
dan rumah sakit. "Mereka tak perlu mem- 
bayar selama di sini," kata Tan Sri. 
Sekarang bandingkan dengan jamaah 
haji di Indonesia. Setiap jamaah kerap 
dipungut berbagai biaya ketika memasu- 
ki asrama haji milik pemerintah. 

Mungkin kita tak perlu malu belajar 
dari negeri tetangga. [m.rofkj] 
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Tabungan MABRUR 
Paling Sesuai untuk Haji dan Umrah 




Niat suci perlu diwujudkan dengan cara yang ter- 
baik. Bank Syariah Mandiri menawarkan 
Tabungan MABRUR untuk memudahkan keingi* 
nan Anda menunaikan ibadah haji dan umrah. 
Semua proses dikelola sesuai syariah. 



aji yang Mabrur Ttada Lain Balas- 
annya Kecuali Surga ' ' (Al Hadits) 
Mabrur (diterimanya) ibadah haji 
dan keberhasilan ibadah umrah, 
tidak terlepas dari cara yang kita 
tempuh. Menjadi Tamu Allah di Baitullah merupakan 
niat suci yang perlu dilakukan dengan cara yang 
bersih dan selaras de-ngan kaidah hukum syariah. 

Menurut Presiden Direktur Bank Syariah Mandiri, 
Nurdin Hasibuan, memberikan pelayanan dengan 
penuh keikhlasan adalah komitmen yang ditawarkan 
BSM kepada para calon jamaah haji- umrah (calhaj) 
yang ingin meraih kesempurnaan ibadahnya. Kami 
menyadari, keikhlasan adalah pilar utama daiam 
meraih ke-ridiaan-Nya. 'Pelayanan yang diselaraskan 
dengan nilai-nilai kesucian tersebut, Insya Aliah, men- 
jadi komitmen BSM sejak nasabah menyiapkan diri 
untuk beribadah haji dan umrah serta menabung di 
Tabungan MABRUR," ujarnya. 

Selain itu, Nurdin Hasibuan mengatakan Tabungan 
MABRUR sengaja dibuat sedemikian rupa sebagai 
wujud komitmen BSM melayani masyarakat, "Kami 
menyadari, tidak semua dari kita (umat Islam) memili- 
ki kemampuan material didukung kecukupan dana 
setiap saat. Itulah yang membuat kami perlu menyi- 
apkan berbagai fasilitas dalam Tabungan MABRUR 
untuk dipakai umat Islam yang ingin menunaikan iba- 
dah haji dan umrah, 

Tabungan MABRUR adalah tabungan haji yang 
sesuai untuk segala lapisan, lak terkecuali golongan 
masyarakat yang secara ekonomi relatif kurang mam- 
pu namun memiliki tekad dan niat kuat untuk me- 
nunaikan ibadah. 



Fasilitas dan Ekstra Kemudahan 

Mendambakan kesempatan menjadi Tamu Allah 
adalah hak seorang muslim. Namun, tidak semua me- 
miliki kesiapan, baik karena kesehatan, finansial, men- 
tal atau hal lainnya yang, tidak jarang di luar dugaan, 
menghambat terlaksananya ibadah tersebut. Ta- 
bungan MABRUR diharapkan membantu mereka 
yang ingin meraih kesempatan itu. 

Direktur Pemasaran Korporasi BSM Nana M. 
Somantri menyebutkan kemudahan yang diberikan 
BSM melalui Tabungan MABRUR antara lain: 

1. Keringanan daiam menabung karena setoran awal 
hanya Rp500,000 dan berikutnya minimal 
Rpl 00.000. Setoran dapat dilakukan di Kantor 
Cabang BSM. 

2. Jaminan asuransi, terdiri asuransi kecelakaan (di 
awal menabung) dan ditingkatkan menjadi asuran- 
si jiwa (saat terdaftar di Siskohat), 

Nilai pertanggungan asuransi jiwa adalah sebesar 
selisih antara biaya perjalanan ibadah haji dan 
saldo rata-rata penabung pada bulan bersangku- 
tan, Premi asuransi ditanggung BSM, 

3. Bantuan dana talangan bagi calhaj, baik saat pen- 
daftaran mendapatkan kursi/kuota haji maupun 
ketika akhir penyetoran BPIH. 

4. BSM secara proaktif membantu pengurusan doku- 
men administrasi calhaj. 

5. Kelika ada berita dari Depag tentang tanggal pen- 
daftaran penetapan porsi haji, nasabah dapat kem- 
bali ke BSM untuk mendaftarkan diri pada Siskohat 
BSM bila saldonya telah mencapai ketentuan. 



Penetapan saldo awal tabungan MABRUR sebesar 
RpSOO.OOO. dipandang bukan hanya media tabungan 
dcilan semata (setelah terdaftar di Siskohat), tetapi ba- 
gtan dari unsur pendidikan bagi sebagian masyara- 
kat yang jauh-jauh hari berniat menunaikan ibadah haji. 
Dengan demikian, calhaj dapat mempersiapkan diri ie- 
■bih awai dengan menyisihkan penghasilannya ke 
tabungan khusus yaitu Tabungan MABRUR. 

Dana Talangan Haji 

Nana M. Somantri menjelaskan, faktor yang mela- 
tarbelakangi pemberian dana talangan haji adalah ada- 
nya kasus pembatalan keberangkatan haji yang disebat> 
kan kesulitan calhaj menyediakan dana tunai saat pen- 
daftaran untuk mendapatkan kursi keberangkatan haji 
atau pada saat pelunasan BPIH. Ironisnya kesulitan ter- 
sebut seringkali bukan karena ketidakmampuan calon 
haji, tetapi karena tertundanya beberapa urusan yang 
menyebabkan calhaj kesulitan memperoleh uang tunai. 

Untuk itu, BSM membantu calhaj mengalasi kesuli- 
tan itu dengan penyediaan dana talangan haji, de- 
ngan tetap mempertimbangkan syarat istitho’ah bagi 
setiap calhaj. Besar dana talangan maksimal 50% dari 
kebutuhan dana, baik untuk menutupi kekurangan sa- 
at pendaftaran mendapatkan kursi haji (tahap awal) 
maupun menutupi kekurangan saat akhir pelunasan 
BPIH. Jangka waktu dana talangan itu masing-ma- 
sing empat dan enam bulan. 

Dengan beragam kemudahan tersebut, tabungan 
MABRUR menjadi pilihan yang pating sesuai untuk 
ibadah haji dan umrah Anda, [adv] 




KANTOR PUSAT BANK SYARIAH MANDIRI, JL. THAMRIN NG. 5 JAKARTA. 
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TAUFIQ KAMIL, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag 




D esakan swastanisasi pe- 
nyelenggaraan haji selain 
muncul saat menjelang 
musim haji. Namun, se- 
mua itu seperti angin lalu 
yang hilang bersamaan usainya pelak- 
saan ibadah haji di Tanah Suci. Depag 
tetap menjadi pemain utamanya. ^ Pe- 
ngelolaan ibadah haji sepenuhnya swata, 
hal i lu belum dimungkinkan," ujar 
Taufiq Kami L Dirjen Bimas Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Depag. Kenapa? 
Berikut jawaban tertulis Dirjen Haji di 
tengah kesibukan pemberangkatan seki- 
tar 220 ribu calon jamaah haji Indonesia. 

Sejauh m anu peran Depag dalam pe- 
ngelolaan haji? 

Penyelenggaraan ibadah haji meru- 
pakan tugas nasional dan menjadi tang- 
gung jawab pemerintah di bawah koor- 
dinasi menteri agama (Menag), Menag 
berkoordinasi dan kerjasama dengan 
instansi terkait serta Pemerintah Arab 
Saudi, Pemerintah berkewajiban 
melakukan pembinaan, pelayanan dan 
perlindungan dengan menyediakan 
fasilitas, kemudahan, keamanan, dan 
kenyamanan yang diperlukan setiap 
warga negara yang menunaikan ibadah 
haji. Untuk meningkatkan pelayanan 
dan perlindungan terhadap jamaah haji, 
Depag senantiasa melakukan penyem- 
purnaan sistem dan manajemen penye- 
lenggaraan haji. 

Bagaimana Perhitungan BPIH? 

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 
(BPIH) ditetapkan berdasarkan Kepu 
tusan presiden sesuai usulan Menag 



Swasta 

Belum Mampu 



setelah melalui proses pembahasan 
intensif antara Depag dan Komisi VI 
DPR serta instansi terkait dengan mem- 
perhatikan realitas dan aspirasi masya 
rakat, BPIH ditetapkan secara rasional 
dan proporsional serta mengacu pada 
public Service dan tidak berorientasi 
pada keuntungan sehingga terjangkau 
masyarakat. 

Menag mengajukan besaran BPIH 
setiap tahun dengan komponen: biaya 
angkutan Indonesia-Jedah P P dan 
Indonesia-Madinah PP; biaya di Arab 
Saudi (biaya wajib, maslahah ammah, 
akomodasi, konsumsi, transportasi). 
Biaya yang tidak termasuk dalam kom- 
ponen BPIH meliputi: pemeriksaan 
kesehatan sebelum mendaftar sebagai 
ealliaj; biaya perjalanan dari tempat 
tinggal jamaah ke embarkasi haji PP; 
biaya ziarah kc tempat bersejarah di 
Mekah, Madinah, dan Jedah: biaya dam. 

Apa komentar tentang swastanisasi 
dan tabung haji ? 

Jika yang dimaksud swastanisasi haji 
adalah pengelolaan ibadah haji sepenuh- 
nya oleh swata, hal itu bel u m 
dimungkinkan. Karena penyelengga- 
raan haji sebagai lugas nasional 
menyangkut aspek kesejahteraan lahir 
dan batin serta menyangkut nama baik 
serta martabat bangsa Indonesia di luar 
negeri. 

Namun demikian, pemerintah sejak 
lama memberikan peran kepada swasta 
untuk mengelola penyelenggaraan BPIH 
khusus, dulu disebut ONH. 

Saat ini penyelenggaraan tabung haji 
telah dilakukan oleh sejumlah bank 
penerima setoran BPIH seperti BNI, 
BRI, Bank Mandiri dan Bank 
Muamalah Namun diakui, penyeleng- 
garaan tabung haji selama ini baru pada 
tahap pengaturan pembayaran BPIH dan 
memberi jaminan memperoleh kuota 
bagi calon haji. 

Jika pelaksanaan tabung haji seperti 
yang dilakukan Malaysia, kami telah me 
lakukan sejumlah studi banding untuk 



memperoleh informasi langsung tentang 
manajemen pengelolaan tabung haji 
yang dilakukan Pemerintah Malaysia. 

Bagaimana dengan kemungkinan 
pendirian BUMN penyelenggara haji? 

Pemerintah hingga kini belum 
memikirkan untuk membentuk BUMN 
yang khusus mengelola penyeleng- 
garaan haji. Namun demikian, pemerin- 
tah memperhatikan aspirasi yang ber 
kembang di masyarakat, selama ini hal 
itu dimaksudkan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan ibadah haji. 

Apa keuntungan pembangunan 
pemondokan haji di Arab Saudi? 

Pemerintah menandatangani naskah 
kerjasama dengan D arus Salam Grup 
untuk pendirian asrama haji Indonesia 
terpadu yang berlokasi di Mekah, 
Pemondokan itu terletak di belakang 
tanah wakaf King Abdul Aziz mencapai 
batas luar Dar Al-Hadith di Ajyad ber- 
jarak 500 meter dari pekarangan 
Masjid i! Haram. Pembangunan pemon- 
dokan sepenuhnya dibiyai oleh Darus 
Salam, perusahaan yang berdomisili di 
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia 
dalam MOU-nya berkewajiban menye- 
wa selama 25 tahun dengan sewa per ta 
luin per jamaah 1,850 rival atau USS 
493,33. 

Luas kamar pemondokan sekitar 30 m 
persegi berkapasitas 10 orang, dileng 
kapi tempat tidur, pendingin mangan, 
kipas angin, pancuran air, dan kamar 
mandi. Pada setiap blok pemondokan 
tersedia ruang kesehatan, dapur umum, 
ruang makan u mu atau serba guna. 

Bagaimana aturan main penyeleng- 
garaan haji tahan ini? 

Aturan pokok penyelenggaraan haji 
adalah Undang-undang No. 17 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji. Juga terdapat Keputusan Keputu- 
san Menag No. 371 Tahun 2002 tentang 
Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 

[m. furqon] 
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perjalanan haji kc pihak swasta. Banyak oknum pemerintah 
yang berkepentingan di sini. Harus diakui, mengelola per- 
jalanan haji merupakan penghasilan tambahan primadona bagi 
pemerintah, oknum-oknum tertentu, dan siapa pun terlibat di 
dalamnya. Setiap tahun mereka menuai keuntungan yang luar 
biasa besar Bahkan , orang-orang tertentu bisa kaya mendadak 
tanpa perlu bersusah payah. Intinya, monopoli pemerintah 
menyebabkan calon jamaah haji selalu menjadi pihak yang 
diperas tanpa belas kasihan. 

Perobahan politik, dan munculnya keterbukaan, seharusnya 
menyadarkan pemerintah bahwa mereka mesti kembali kepada 
hasic yaitu sebagai regulator Rasa ego, sombong, feodal, dan 
merasa sangat berkuasa, perlu ditinggalkan. Rasulullah bersab- 
da "apabila sesuatu urusan diberikan kepada yang bukan 
ahlinya maka tunggulah kehancuran". Islam sebagai ajaran 
suci selalu mengedepankan profesionalisme, bukan kekuatan 
otot atau kekuasaan. Rasulullah pernah menolak memberi 
jabatan kepada sahabatnya yang merasa pintar, kritis, dan 
berambisi. Rasulullah mengatakan; "Tugas pemerintahan 
(pelayanan masyarakat) 
adalah amanah dan berat, 
seda-ngkan kamu lemah. 

Saya takut kalaua tugas ini 
di-serahkan kepada kamu, 
kamu tidak dapat me- 
laksanakannya dengan 
baik." Dari pernyataan 
Rasulullah ini kita seharus- 
nya berkaca betapa terlalu 
banyak kita melanggar 
prinsip-prinsip manajemen 
dan pelayanan dalam 
syariat Islam. 

Agar pelayanan bisa di- 
keijakan seefisien dan 
sebaik mungkin, yang 
diperlukan adalah kerelaan 
pemeimtah melepas bisnis 
ini kepada masyarakat. 

Sedangkan masyarakat 
penyelenggara haji perlu menyiapkan SDM terlatih, berpen- 
didikan tinggi, dan memiliki tanggung-jawab tinggi. Ini amal 
penting agar tidak ada lagi anggapan swasta tidak bisa menye- 
lenggarakan pelayanan haji. 

Swasta juga tidak boleh memonopoli perjalanan haji. Semua 
perusahaan yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara per- 
jalanan haji harus dibiarkan berkompetisi memberi layanan ter- 
baik kepada jamaah haji. Dengan aturan ketat, masyarakat 
yang akan menentukan perusahaan mana yang terbaik. 

Untuk pelayanan pra keberangkatan tentulah tidak terlalu 
berat karena hanya melibatkan urusan dokumen, manasik haji, 
transportasi dan pemondokan 

sementara. Adapun pekerjaan Swasta juga 

yang paling berat adalah tidak boleh 

melayani jamaah semasa berada g t ^ ^ l ; 
di tanah suci. Untuk mengan- rnGlTiOnOpOll P ST 
tisipasi agar jangan sampai ter- 
jadi kekacauan, maka seluruh 
perusahaan penyelenggara haji 
wajib membuat konsorsium. 

Konsorsium sepenuhnya 
bertanggungjawab dalam men- 



Pemerintah 
sebagai regula- 
tor akan 
mengawasi 
setiap tahapan 
kerja yang 
dilakukan peng- 
usaha jasa 
pelayanan haji. 




jalanan haji. 
Semua perusa- 
haan umrah/ 
haji diberi 
kesempatan. 



gums jamaah selama berada di 
tanah suci. Konsorsium akan 
mempersempit teijadinya 
kompetisi yang tidak sehat 
antar perusahaan, sehingga 
jamaah akan memperoleh 
pelayanan maksimal dan puas. 

Konsorsium tidak hanya 
berfungsi menjaga pelayanan 
dan kedisiplinan, tapi juga 
berfungsi memperkokoh har- 
gaining power di hadapah 
pemerintah Saudi Arabia. 
Terutama dalam mendapatkan fasilitas yang sesuai selama 
jamaah haji Indonesia berada di sana. Bahkan, jika mengacu 
kepada pesan Rasulullah bahwa berjamaah itu merupakan rah- 
mat, konsorsium adalah sesuatu yang wajib dalam manajemen 
Islam. 

Agar masyarakat di daerah tidak merasa ditinggalkan dalam 

penyelenggaraan haji, 
maka tabung haji di daerah 
uga perlu memberi kesem- 
patan kepada pengusaha 
daerah untuk ikut berpera 
nan dalam mengurus 
amaah. Mereka, para pe- 
ngusaha penyelengara per- 
alanan haji di daerah, 
berhak ikut tender sesuai 
dengan persyaratan-persya 
ratan dalam undang- 
undang. Dalam pelaksana- 
an di lapangan mereka 
jjjuga diwajibkan ikut de- 
ngan konsorsium-konsorsi- 
um di daerah-daerah. 

Pemerintah sebagai re- 
gulator akan mengawasi 
setiap tahapan kerja yang 
dilakukan pengusaha jasa 
pelayanan haji. Jika terjadi kesalahan fatal, maka perusahan 
tersebut dikenakan tindakan, mulai dari tegursan sampai 
diskualifikasi untuk jangka waktu tertentu dan dibebankan 
denda-denda. Kalau kesalahan sama dilakukan berulang-ulang 
dan fatal, perusahaan akan didiskualifikasi selamanya. 
Seadainya pelanggaran bersifat pidana maka pemilik perusa- 
haan bisa diajukan ke meja hijau dengan tuntutan pidana 
setimpal. 

Diharapkan, dengan peraturan yang komprehensif, dalam 
masalah pelayanan haji di masa depan, masyarakat akan men- 
dapat pelayanan yang lebih memuaskan. Citra pemerintah di 
mata dunia Arab juga terjaga, sekaligus menjadi suatu produk 
bangsa yang bias dibanggakan. Demikian juga dengan harga 
atau biaya yang dibayar jamaah tentu lebih murah dibanding 
saat ini. 

Mampunya bangsa Indonesia menjadi pelayan terbaik dalam 
mengurus pelaksanaan haji akan menjadi bukti bahwa 
pelayanan yang dilakukan sesuai dengan konsep Islam adalah 
konsep yang terbaik dari segala konsep pelayanan yang 
ditawarkan oleh konsep-konsep yang dirancang oleh manusia 
tanpa didasari dengan etika agama. Wallahu a'lam. 
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Belum Ada Bentuk Ideal 



Bagaimana idealnya sistem penyeleng- 
garaan haji? 

Saya belum melihat bentuk yang paling 
ideal. Penyelenggaraan perjalanan haji pernah 
dikelola swasata penuh beberapa tahun lalu. 

Tepatnya pada zaman perjalanan lewat kapal 
laut. Waktu itu banyak jamaah yang gagal 
berangkat karena berbagai persoalan. Itulah 
yang menyebabkan pemerintah mengambil 
alih penyelenggaraan haji. 

Pada 1983 swasta kembali masuk dalam 
penyelenggaraan haji. Tetapi secara khusus 
pada kelompok masyarakat tertentu dan de- 
ngan batasan-batasan tertentu, yang dikenal 
sebagai ONH plus. Swasta merupakan sub- 
sistem penyelenggaraan haji pemerintah. 

Swasta memberikan pelayanan lebih dari yang 
diberikan pemerintah. 

Mana yang lebih bagus, pemerintah atau swasta? 

Ini perlu diseminarkan. Dalam kondisi tertentu dan 
dalam jumlah tidak banyak, pola swasta itu benar. Tetapi 
jika 190 ribu orang diatur swasta, Itu perlu dipertanyakan. 
Meski saya setuju swastanisasi, saya menganggap swasta 
belum cukup kuat. Saya tidak ingin kenangan buruk 
swastanisasi di masa lalu terulang. Yaitu, ketika swasta 
gagal memberangkatkan banyak jamaan karena persiapan 
tidak bagus. 

Kalau swastanisasi kembali digulirkan, saya ingin ada 
pola pengawasan yang ketat. Swasta yang bagaimana 
melayani pemberangkatan haji. 

Kalau ditanya pola mana yang terbaik dalam pelayanan 
haji, saya tidak berani menyebut salah satunya. Perlu di- 
Ihat, kalau swasta menyelenggarakan bagiamana? 
Sekarang swasta dengan 23 ribu jamaah. Karena bebas 
mencari pesawat/ terjadi rebutan pesawat pada tanggal- 
tanggal tertentu. Akibatnya tarif pesawat naik. 

Menurut saya, swasta perlu melakukan sindikasi- 
sindikasi untuk mengatur penyusunan program. Paling 
tidak, penerbangan bisa diatur dalam satu atap, 

Apakah dengan satu atap biaya menjadi murah? 

Tidak sesederhana itu. Kalau mau sewa hotel selama 
musim haji, harganya bisa sama dan tidak terjadi perbe- 
daan harga di swasta. Tetapi hal ini akhirnya bisa menim- 
bulkan persaingan tidak sehat, karena banyak jamaah 
yang umumnya ingin berhaji pada waktu bersamaan. 
Sistem ini perlu dipelajari lebih jauh. Kalau sekarang masih 
bebas, masih bersaing harga. Untuk hotel yang sama, 
orang bisa jual 3.500 riyal, misalnya. Tapi pada periode 
akhir tidak bisa di bawah 6.000 riyal. 

Bagaimana dengan swastanisasi? 

Swastanisasi akan menyebabkan terjadinya rebutan di 
sektor-sektor tertentu, yang akan menyebabkan keka- 



cauan pemberangkatan haji. Sekarang saja, di 
sektor penerbangan sudah begitu. Dulu ongkos 
angkut jamaah haji dengan pesawat terbang 
hanya 950 dolar AS. Sekarang 1.100 dolar AS. 
Ongkos naik karena terjadi persaingan, teruta- 
ma pada saat kelebihan penumpang. Ini tidak 
terjadi dalam penyelenggaraan haji oleh 
pemerintah. 

Kalau pun ada kekurangan, tidak ada 
keluhan karena memang standarnya begitu. 
Juga, semua tahu penyelenggaraan haji peme- 
rintah masih inefisiensi. Tetapi, Itu tidak bisa 
menjadi alasan harus d i swastanisasi. Kan sela- 
ma ini Ide swastanisasi sebagai serangan ter- 
hadap pemerintah. Terus terang, penyelengga- 
raan haji tahun-tahun ini jauh lebih bagus dari 
masa lalu. Tapi bukan berarti saya setuju kalau 
penyelenggaran haji sekarang sudah cfean, 
belum tentu. 

Bagaimana jika daerah menjadi pelaksana pem- 
berangkatan haji? 

Secara teknis, mungkin. Masyarakat akan memperoleh 
pelayanan baik, karena bisa langsung mengoreksi jika ada 
persoalan. Tapi, akan ada perbedaan biaya antara satu ke 
lain daerah. Itu konsekuensi. Kendala lainnya adalah 
m e nya n g k ut pen erba n g a n . Swasta n Isa si j ug a sepe rti itu. 

Apa yang perlu dikoreksi datam penyelenggaraan 
haji? 

Keterbukaan. Ini penting agar masyarakat menjadi jelas. 
Saya selalu mengatakan anggaran tahun ini terlalu ketat. 
Tetapi bukan berarti pemerintah harus merugi. Dalam 
anggaran yang terlalu ketat selalu ada hal-hal yang tidak 
efisien. Tetapi yang menjadi korban adalah masyarakat. 
Pelayanan menjadi menurun. Sekarang swasa dilibatkan. 
Kami meminta kelonggaran kepada pemerintah. Dari 5.000 
dolar AS biaya minimal menjadi US$4.000, dan kini 
U5$3,500, Bisa saja biaya haji di bawah itu, tapi tidak de- 
ngan fasilitas hotel bintang lima. Bisa bintang lima tapi 
letaknya di luar koridor. 

Bagaimana berita tentang jamaah haji terancam 
batal? 

Itu hanya masalah visa. Selama ini melihat banyak 
penyelenggara haji yang membawa jamaah tetapi belum 
dapat penginapan. Mencari hotel di saat-saat terakhir 
harga hotel bisa turun. Jadi banyak swasta yang berspeku- 
lasi. Swasta yang berpinsip bisnis, bisa saja seperti itu. Tapi 
hal Itu tidak dikehendaki Pemerintah Arab karena memper- 
sulit operasional mereka. Pemerintah setempat juga 
bertanggung jawab bahwa orang yang datang dan akan 
berhaji, harus beribadah dan tidak boleh telantar. 

Walaupun dalam peraturan rnl saya melihat ada unsur- 
unsur bisnis, ya... itu persoalan negara sana, [m furgon] 
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Siskohat 

Melacak Nasib Calon Haji 




Lewat Sistem 
Komputerisasi Haji 
Terpadu (Siskohat) 
perkembangan jamaah 
haji sejak dari Tanah 
Air hingga di Tanah 
Suci dapat diketahui 
secara real time. 

B elum lenyap 
dari ingatan 
kita ketika ta- 
hun 1995 ri- 
buan calon je- 
maah haji ga- 
gal berang- 
kat, dan hanya masuk waiting lis t, atau 
daftar tunggu. Di masyarakat muncul ju- 
lukan 'calon haj i waiting lis f untuk me- 
nyebut mereka yang gagal berangkat 
dan harus menunggu sampai tahun beri- 
kutnya. Mereka, para calon jamaah haji 
daftar tunggu, telah memenuhi semua 
persyaratan, termasuk melunasi biaya 
penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). 
Namun tidak bisa berangkat karena me- 
lebihi kuota yang ditetapkan pemerintah 
Arab Saudi. 

Kejadian itu mengejutkan semua pi- 
hak. Bahkan, aparat yang mengurus 
pemberangkatan jamaah baji kelabakan 
menghadapi situasi ini. Tidak ada yang 
bisa dipersalahkan. Saat itu terjadi 
hooming calon jamaah ha- 
ji, karena jumlah pendaftar 
jauh melebihi kuota. "Aki- 
batnya, banyak yang tidak 
bisa diberangkatkan dan 
harus masuk daftar tung- 
gu," ujar Drs HZ Arifin 
Nurdin S H, kepala Biro 
Hukum dan Humas Depar- 
temen Agama. 

Yang bisa dilakukan ri- 
buan calon jamaah haji 
adalah kecewa. Terlebih, 



kabar 

bahwa mereka tidak bisa berangkat 
datang tiba-tiba, dan hanya beberapa ha- 
ri sebelum kloter pertama meninggalkan 
tanah air. 

Arifin Nurdin menuding stsem pen- 
daftaran yang masih manual sebagai pe- 
nyebab peristiwa itu. Saat itu, panitia di 
satu dan lain propinsi hanya melakukan 
pendaftaran sampai batas waktu terten- 
tu. Mereka tidak tahu bahwa jumlah 
pendaftar membengkak jauh melebihi 
kuota, meski waktu pendaftaran masih 
panjang. 

Sejak 1990, Departemen Agama telah 
menggunakan komputer untuk pendaf- 
taran calon jamaah haji. Namun, mesin 
paling canggih itu hanya digunakan un- 
tuk menghimpun data. Pe- 
rangkat itu belum dipadu- 
kan dengan teknologi ko- 
munikasi. Perangkai ko- 
munikasi juga terbata ha- 
nya lewat telepon, faksi- 
mil, kurir, atau hard copy. 

Bisa dibayangkan betapa 
repot dan lamanya meng- 
himpun dala sekitar 200 ri- 
bu calon jamaah haji dari 
Sabang sampai Merauke, 
dan ribuan cabang bank 



penerima setoran (BPS) 
RPIH. Akibatnnya, proses 
pendataan menjadi lambat. 
Padahal, kelancaran pendata- 
an mempengaruhi proses se- 
lanjutnya. Misal, penerbitan 
paspor, pemanggilan masuk 
asrama, dan pembagian jad- 
wal pemberangkatan jamaah ke Tanah 
Suci. 

Ketika calon haji tak sampai melebihi 
jumlah kuota nasional, memang tidak ma- 
salah. Meski lambat, semua calon haji 
yang terdaftar bisa diberangkatkan. Na- 
mun, ketika terjadi pembludakan seperi 
1995, semua menjadi repot. Inilah yang 
mendorong Dirjen Bima s Islam dan Pe- 
nyelenggaraan Haji berjibaku memper- 
baiki sistem pendaftaran calon jamaah 
haji. Dari sinilah muncul Sistem Kom- 
puterisasi Haji Terpadu, atau Siskohat. 

Ada tiga lahap yang harus dilalui pe- 
merintah untuk mewujudkan Siskohat. 
Pertama, membangun jaringan yang 
beroperasi secara o n line dan real time 
antara host Siskohat Departemen Aga- 
ma. bank penerima setoran BP IH, dan 
seluruh Kanwil Depag, pada saat mela- 
yani proses pendaftaran haji. Kini, kom- 
puter siskohat on line dengan 1 1 bank 
BPS BPIH. Antara lain; BNI, B Ml, 
Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, 
Bank DKI, BPD Sulawesi Selatan, dan 
Bank Jawa Barat. 

Menurut Arifin, tidak semua cabang 
bank penerima setoran BPll l terintegra- 
si dengan sistem ini. Tergantung fasilitas 
yang dimiliki setiap bank. Kendati 
demikian, cukup banyak bank di daerah 



Tidak semua 
cabang bank 
penerima 
setoran 

BPIH 

terintegrasi 
dengan 
sistem ini. 
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tingkat II yang terintegrasi dengan sis- 
tem ini. 

Keterlihatan lembaga keuangan dalam 
Siskohat untuk sementara 'menutupi 1 ke- 
terbatasan fasilitas yang dimiliki Depar- 
temen Agama. Karena, sampai saat ini 
sistem komputersasi baru terhubung 
hingga di kantor Depag tingkat propinsi. 
Idealnya, kata Ari t m, Siskohat men- 
jangkau sampai ke kantor Depag kabu- 
paten atau kotamadia. Ini amat penting 
karena basis jamaah haji adalah daerah 
tingkat IL 

"Panitia pendaftarana calon haji di da- 
erah tingkat dua bisa mengetahui setiap 
pembatalan secara real time. Sehingga 
pendaftaran jamaah haji menjadi terkon- 
trol, 1 ' Arifin menjelaskan. 

Kedua, pengoperasian jaringan Sisko- 
hat di pusat dan propinsi untuk memper- 
cepat proses pelayanan administrasi dan 
dokumen haji — termasuk otomatisasi 
penulisan paspor haji melalui data bases 
Siskohat -- pengelompokan dan pembu- 
atan visa haji di tiga kota; Jakarta, 
Surabaya dan Makasar tahun 1997- 
1998, dan 1999. f ' Paspor jamaah bisa 
langsung dibuat melalui Siskohat," ujar 
H Tauflq Erwin Haryadi S.Kom, Kasi 
Pendaftaran Haji Dirjen B i mas Islam 
dan Penyelenggaraan Haji Depag, 

Ketiga, penyambungan dan pengop- 
erasian jaringan siskohat di embarkasi 
dan Arab Saudi. Taufiq menyebutkan se- 
luruh embarkasi; Aceh, Medan, Batam, 
Jakarta, Bekasi, Solo, Surabaya, Balik- 
papan. Makasar, dan embarkasi antara: 
Bekasi dan Mataram, masuk jaringan 
Siskohat, Bahkan kini Siskohat memili- 
ki has t di Mekali, Madinah. Mina, dan 
Jedah. Sehingga, seluruh perkembagan 



jamaah mulai dari tanah air hingga di 
Tanah Suci, bisa terpantau secara real 
time. 

Pemerintah membangun sistem ini 
dua komputer IBM AS/400 seri 530 dan 
720. Masing-masing difungsikan untuk 
data, dan back up. Arifrn mengatakan 
komputer serupa juga digunakan di se- 
mua propinsi dan embarkasi. 

Depag juga bekerjasama dengan PT 
VND Soedarpo Corporation sebagai 
pembuat Software, dan Petra Komunika- 
si Indonesia yang menangani sistem ko- 
munikasi. "Seluruh komputer di embar- 
kasi saling terhubung melalui kabel dan 
satelit. Di seluruh Pulau Jawa, kecuali 
Banten, tersambung melalui kabel. Se- 
dangkan daerah luar jawa terhubung 
melalui satelit, alu Vsat," kata Taufkj. 



Melalui Siskohat, Taufiq menjelas- 
kan, data calon jemaah haji dapat diak- 
ses seluruh komputer yang ada dalam ja- 
ringan. "Komputer siskohat tersambung 
di 10 ribu terminal dengan 2.600 pe- 
makai (user)," katanya. 

Dengan demikian, para calon jamaah 
haji tak perlu lagi dag dig dug untuk me- 
ngetahui apakah dirinya bisa berangkat 
atau tidak. Sejak mendaftar, kondisi itu 
bisa langsung diketahui, ini mem- 
berikan kepastian para calon haji untuk 
mempersiapkan diri. 

Di sisi lain, petugas haji juga dapat 
dengan cepat dan tepat menginforma- 
sikan berbagai hal yang terkait dengan 
penyelenggaraan ibadah haji, termasuk 
kondisi jamaah selama di Tanah Suci. 

[M furqon] 
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Sejumlah peneliti Harvard 
Urwersity mendirikan 
The Harvard Islamic Finance 
Information Program (HIFIP). 
Lembaga kajian dan pusat data 
tentang perbankan Islam. 

A pa yang terbersit bila memba- 
yangkan tentang sosok perguru- 
an tinggi prestisius bernama 
Harvard University? Kemung- 
kinan besar yang pertama 
melintas di benak sejumlah orang tentang 
Harvard adalah lembaga pendidikan bergengsi 
yang terkenal telah melahirkan banyak pakar 
dalam berbagai disiplin ilmu. 

Selain itu karena berada di negara Amerika 
Serikat, orang akan dengan mudah menyim- 
pulkan bahwa pusat kajian keilmuan ini men- 
jadi pusat lahirnya teori-teori ala barat. 

Hal tersebut memang sulit dibantah. Kenyata- 
an menunjukkan bahwa Harvard telah melahir- 
kan sejumlah alumni yang buah pikirannya 
menjadi rujukan atau inspirasi bagi berbagai 
negara di belahan dunia. 

Pemikiran dan konsep barat tersebut semakin 
sporadis menyebar lewat tangan Amerika 
Serikat yang terkadang memaksakannya seba- 
gai sebuah konsep yang harus diakui dunia. 
Konsep tersebut meliputi wilayah ekonomi, 
politik, keamanan sampai dengan hak asasi 
manusia. 

Namun, perguruan tinggi yang termasuk uni- 
versitas paling tua di negeri Paman Sam ini, 
juga menyimpan sisi lain yang mungkin tidak 
begitu banyak orang tahu. Segelintir peneliti di 
Harvard melakukan langkah yang cukup berani 
dan cerdas, dengan mencetuskan program 
penelitian khususnya tentang informasi per- 
bankan Islam, 

Berani, karena mereka ibarat berada di kan- 
dang singa. Sebab, selama ini para pengambil 
kebijakan di negara adidaya tersebut dikenal sa- 
ngat alergi terhadap semua hal yang berbau 
Islam. Lebih dari itu, langkah strategis yang 
dilakukan negeri asal pusat kapitalisme dunia 
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ini banyak menimbulkan gesekan dengan 
dunia Islam. 

Cerdas, karena sampai saat ini lembaga 
tersebut berhasil eksis dan dikenai luas di 
kalangan dunia Islam. Lembaga tersebut 
bernama The Harvard Islamic Finance In- 
formation Program (HIFIP), HIFIP sama 
sekali berbeda dengan kajian keislaman 
yang marak ditawarkan oleh beberapa uni- 
versitas terkemuka di Amerika Serikat. 

Program studi keislaman yang selama 
ini dikenal di negeri yang kini berseteru 
dengan Irak tersebut, hanya terbatas pada 
program pendidikan untuk memperoleh 
gelar akademik. Cendekiawan muslim 
mulai dari Nucholis Madjid sampai de- 
ngan Azyumardi Azra merupakan sekian 
banyak dari pemikir Islam asal Indonesia 
yang menyandang gelar akademiknya 
lewat program studi keislaman tadi. 

Namun, HIFIP bukan bagian dari studi 
program yang ditawarkan oleh Harvard 
University, HIFIP didirikan pada tahun 
1997 oleh beberapa peneliti di Harvard 
bersama dengan kolega di luar Harvard. 
Beberapa diantaranya adalah, Samuel L, 
Hayes (Harvard Business School), lqbal 
Ahinad Khan, (HSBC Amanah Finance 
Thomas) D. Mullins, (Center for Middle 
Eastem Studies) Amr Alfaisal Al Saud, 
(Aldaleel Information Systems) dan S. Na- 
zi m Ali, (Harvard Islamic Finance Infor- 
mation Program). Kelima orang ini kini 
bertindak sebagai HIFIP Operating Board, 

HIFIP merupakan wadah pertemuan 
dari buah pemikiran yang dibawa oleli pa- 
ra pendirinya. Sejatinya, institusi ini akan 
dijadikan sebagai lembaga pelayanan aka- 
demis interdisipliner, terbuka untuk 
umum dan khususnya bagi kalangan in- 
dustri perbankan Islam, dan menggam- 
barkan secara luas studi tentang hukum, 
bisnis dan ekonomi Islam. 

HIFIP bersama-sama dengan akademisi 
dan praktisi untuk membangun, menya- 
lurkan dan menerapkan data tepat pada 
waktunya untuk membantu pertumbuhan 
industri. 

Terdapat tiga cita-cita besar yang diem- 
ban oleh f 11 FIP. Pertama, meningkatkan 
kepedulian dan pengertian terhadap sis- 
tem ekonomi Islam, khususnya Islamic 
Banking . HIFIP mencoba untuk memba- 
ngun kepedulian dan pengertian terhadap 
sistem perbankan dan keuangan Islam di 
dalam masyarakat muslim dan juga dunia 
non-muslim. Hal ini dilakukan melalui 
sponsorships program serninar, dan forum 
yang topiknya relevan dengan keuangan 
dan perbankan Islam. 

Kedua, mempromosikan program re- 
search and development. 1 II FIP menspon- 
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sori proyek riset yang melakukan investi- 
gasi tren terbaru, metode strategis, khusus- 
nya yang menekankan pada studi tentang 
bagaimana dengan tetap mempertahankan 
metode keuangan pada perbankan konven- 
sional, namun di sisi lain bisa ditetapkan 
pula pada sistem perbankan syariah yang 
menjadi bagiannya. A Visiting Research 
Scholars Program yang disediakan oleh 
HIFIP mengundang sejumlah ahli untuk 
mempresentasikan hasil risetnya. 

Ketiga, HIFIP menyediakan sumber in- 
formasi. Merespon besarnya minat dan 
permintaan dari seluruh dunia untuk me- 
ngenal dan mendapatkan dokumen keu- 
angan dan perbankan Islam yang langka, 
HIFIP menyediakan begitu banyak infor- 
masi, termasuk beberap kerpustakaan, 
ratusan jurnal dan jutaan buku. 

Untuk mendukung aktivitas dari HIFIP, 
lembaga ini mempekerjakan belasan ma- 
hasiswa, terutama dari Harvard College 
dan juga beberapa college lainnya. Pene- 
liti yang tuait memberikan sumbangsih- 
nya pada HIFIP berasal dari beberapa 
perguruan tinggi bergengsi di 
Amerika Serikat, seperti, 

MIT. Tufts, dan Boston 
University, / 

5e I ai n i tu, I eni baga yang / 
telah berumur lebih dari f 
lima tahun ini, turut diban- l 
tu oleh sukarelawan dari V 
I u 1 usan col 1 ege, sekol ah b i s- N 
nis dan hukum yang bertugas 
untuk mengkompilasi dan 
mengedit data yang dikumpulkan 
oleh HIFIP. 

Beberapa program yang ditawarkan 
oleh HIFIP kini mulai bisa diakses dengan 
mudah oleh khalayak umum, de-ngan 
menggunakan teknologi internet. Salah 
satu yang cukup menarik minat adalah 
iDataBank. Semua data mengenai sistem 
perbankan Islam maupun konvesional 
bisa ditelusuri oleh para pemerhati mau- 
pun praktisi di bidang ini, iDataBank ini 
layaknya seperti database yang memuat 
ribuan data tentang perbankan di seluruh 
dunia yang berhasil dikumpulkan oleh tim 
peneliti HIFIP. 

Agenda besar yang juga telah digagas 
oleh HIFIP adalah, The A t mual Harvard 
University Forum on Islamic Finance . 
Forum yang memadukan antara para aka- 
demisi dan praktisi industri perbankan 
dunia telah menjadi kalendar utama even 
perbankan Islam. Forum ini telah dilak- 
sanakan tak lama HIFIP resmi didirikan. 



Forum pertama Harvard University Fo- 
rum on Islamic Finance ini digelar pada 
12 Juni 1997 bertempat di kampus Har- 
vard University, Cambridge, Massachu- 
setts, USA. Tema besar yang diangkat pa- 
da saat itu adalah tantangan sistem keua- 
ngan Islam dalam pasar global. 

Forum kedua diadakan pada tanggal 9- 
1 0 Oktober 1998, juga bertempat di Har- 
vai^d University. Isu yang digulirkan saat 
itu mengenai sistem keuangan Islam me- 
masuki abad ke 2 1 . 

t Pembahasan secara menyentuh isu-isu 
seperti, Islamic Banking and Finance, 
Islamic Economic Development and, Sha- 
ri'ah (Yuriprudensi). Forum ini dihadiri 
oleh 250 peserta yang terdiri dari aka- 
demisi dan praktisi di seluruh dunia, dan 
diisi oleh 43 pembicara. 

Perhelatan forum ketiga diadakan pada 1 
Oktober 1999. Forum ini digelar dengan 
tema besar tentang tantangan lokal dan pe- 
luang global dari sistem keuangan Islam. 
Tak kurang dari 1 50 akademisi dan profe- 
sional antuasias menghadiri forum, di- 
samping lebih dari 250 peserta individual. 
Forum keempat dilaksanakan pada l 
Oktober 2000 untuk mengevaluasi 
keberhasilan dan pencapaian dari 

Segelintir"^”^ 11510 * C€uan ^ an ^ lul ^ a dalam 



peneliti di 
Harvard 
melakukan 
langkah yang 
cukup berani 
dan cerdas. 



seperempat abad terakhir, 



\ daan juga mendiskusikan 
\ strategi ke depan bagi sis- 
J tem keuangan Islam, Ter- 
I akhir, HIFIP menggelar 
/ forum serupa pada 7 
f Oktober 200 1 , dan mengha- 
silkan sejumlah rumusan 
strategis tentang pengemba- 
ngan sistem keuangan Islam dan dan 
merusumkan prospek ke depan. 

Agenda forum yang secara simultan 
terus digelar oleh HIFIP telah menarik se- 
jumlah institusi Islam untuk bergabung 
menjadi anggota forum tersebut. Mereka 
tergabung dalam wadah Institutional 
Members. Beberapa diantaranya adalah. 
Abu Dhabi Islamic Bank, Albaraka In- 
vestment and Development Company, 
Citi Islamic Investment Bank Dar Al 
Maal Islami Trust, Faisal Islamic Bank of 
Egypt, First Islamic Investment Bank 
HSBC Amanah Finance Ihilal.com, Ku- 
wait Finance House , National Commer- 
cial Bank, Saudi Economic and Develop- 
ment Company, Shamil Bank, dan The 
International Investor. 

Keanggotan forum tersebut belum ter- 
masuk dari ratusan anggota individual 
yang menaruk perhatian yang cukup besar 
pada HIFIP dan perkembangan sistem ke- 
uangan Islam di dunia, [k. nugraha] 
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Emil Abbas 

Tukang Balon Jadi Bos 40 Perusahaan 



uaca di Lahan Panjang, da- 
taran tinggi di Sumatera Ba- 
rat, dingin menyengat* Siapa 
pun yang kali pertama tiba di 
sini harus melewati masa 
aklimatisasi yang berat. Emil Abbas, kini ko- 
misaris utama Asuransi Syariah Mubarakah, 
tak terpikir pernah terdampar di tempat ini* 

Tuntutan tugas sang ayah, Abbas Jamal - guru dan penilik 
sekolah — yang membawa Emil Abbas ke daerah ini. Mutasi, 
atau perpindahan tugas, bukan sesuatu yang aneh bagi kelu- 
arga Abbas Jamak Lahan Panjang juga bukan tempat satu-sat- 
unya yang pernah disinggahi. 

Tidak banyak yang dilakukan Emil untuk melawan udara di- 
ngin, selain membiasakan diri* Ia memulainya dengan memak- 
sakan diri mandi di pagi buta di bawah air pancuran. Perlu wak- 
tu beberapa hari. Setelah itu, udara dingin menjadi akrab de- 
ngan tubuhnya. 

Pola berpakaian masyarakat Lahan Panjang juga sangat 
khas. Di siang hari, 99 persen penduduk mengenakan sarung. 



Emil tidak harus mengikuti kebiasaan itu. Ia bi- 
sa saja berpakaian berbeda, karena anak seo- 
rang penilik. 

Namun tidak selamanya Emil bisa seperti itu. 
Ia sadar ayahnya dihormati di lingkungan se- 
kitarnya. Di sekolah Abbas Jamal adalah teladan bagi guru- 
guru lain. Akibatnya, Emil harus larut dalam tradisi setempat 
demi menjaga kredibilitas sang ayah sebagai teladan. 

Emil juga ingin menjadi teladan. Ia Ingin mandiri secara eko- 
nomi. Tidak ingin berlama-lama berpangku tangan, berlindung 
di ketiak kebesaran ayahnya. Ia memiliki bakat bisnis yang di- 
warisi sang kakek dari jalur ibu, yang merupakan pedagang 
terkenal. 

Emil kecil memanfaatkan waktunya untuk berfikir keras 
mencari peluang bisnis. Ia berusaha melihat banyak hal, mem- 
perhatikan sekelilingnya, dan melatih instink bisnisnya. Sampai 
suatu ketika di sebuah pesta rakyat Emil melihat tukang balon. 
Si penjual menjajakan balonnya tanpa terlebih dulu ditiup. Se- 
hingga, pembelinya harus bersusah payah. 

'Alangkah menariknya jika saya menjual balon yang sudah 
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ditiup/' kenang peraih gelar MBA dari John Luther University, 
Utah, AS, ini. 

Ia melihat itu sebagai peluang bisnis. Tanpa malu, dan de- 
ngan segenap keberanian, Emil memulai usahanya. Modalnya 
adalah tabungan sisa uang jajan sehari-hari 

Naluri bisnis Emil tak keliru. Menjual balon yang telah ditiup 
ternyata lebih menarik dan laku keras. Ia mengubah cara ber- 
dagang balon di lahan Panjang. Mungkin, sejak saat itu tidak 
ada lagi orang yang menjual balon tanpa ditiup. 

Tidak hanya cermat melihat peluang bisnis, Emil juga cukup 
kreatif menciptakan lahan usaha. Ketika ia melihat jeruk hasil 
kebun ayahnya terbengkalai begitu saja, ia tergerak untuk me- 
ngubahnya menjadi uang. Sekali lagi ia berhasil 

Ayah Emil memang memiliki kebuh jeruk yang cukup luas. 
Namun, kedua orangtuanya tidak pernah mengelolanya secara 
komersial. Hasil panen tidak pernah dijual. Abbas Jamai mem- 
bebaskan seluruh kerabanya menikmati jeruk dari kebun 
sesukanya. 

Anggota keluarga hanya mengambil jeruk yang ranum, dan 
menyisakan yang belum matang begitu saja. Emil sedih meli- 
hat jeruk-jeruk itu tergeletak sia-sia. Ia memutuskan menjual 
jeruk itu, 

"Namun, kaiau saya menjual jeruk-jeruk yang belum ranum 
tentu tidak akan menarik/' cerita ayah Emilia Emil, Muhammad 
Chandra Mata, Muhammad Taufan, Sri Indah Perata, dan 
Muhammad Khalid, ini, "Saya pergi ke daerah lain untuk mem- 
beli jeruk yang telah ranum. Lalu, saya campur dengan jeruk 
dari kebuh ayah." Dengan jumlah barang yang hampir sama, 
Emil bisa menjual dengan harga di pasaran. 

Tamat SM A, 1977, Emil memilih Jakarta sebagai tempat me- 
rantau* Tapi tidak terlalu lama pria yang hobi berain golf ini m e 
ngadu nasib di ibukota. Tahun itu pula ia hengkang ke Kaliman- 
tan Timur* Nalurinya yang menuntun Emil menyambangi 
propinsi itu. 

"Bukan teman atau saudara yang 
membimbing saya ke sana. Saya ha- 
nya ingin merantau. Maklum, orang 
minang memang suka merantau," 
jelasnya* 

Di Kalimantan Timur Emil berga- 
bung dengan perusahaan supplier 
dan kontraktor, termasuk jasa kon- 
struksi di perminyakan* Dari sinilah 
ia mengenal seluk-beluk perminyak- 
an, Namun, di tengah kesibukannya 
bekerja dan menimbun pengalaman, 
ia masih sempat melanjutkan kuliah 
di Universitas Balikpapan. 

Tahun 1982 Emil meraih gelar sar- 
jana sastra Inggris. Saat itu ia telah 
memiliki perusahaan sendiri, PT Ra- 
nji Karya Sakti, yang didirikan de- 
ngan modal awal hanya Rp 4 juta. Ia 
mengikuti naluri dan pengalaman- 
nya bekerja di sektor konstruksi mi- 
nyak dan gas bumi. Tiga tahun ke- 
mudian ia meraih gelar sarjana ke- 
duanya dari Fakultas Hukum Univer- 
sitas 17 Agustus, Samarinda, 

Dari core bisnisnya di sektor per- 
minyakan, Emil bergerak melakukan 
diversifikasi usaha. Ia menjamah 
sektor real estate , perbankan, asu- 
ransi, dan pendidikan* "Apa yang 
bisa dikerjakan, ya kita kerjakan," 
ucap Preskom Center for Islamic 
Economic Research and Application 
(CIERA) ini merendah. 



Emil menggunakan jaket 
konvensional untuk mengelabui 
rejim yang tak berpihak 
ke Islam. 



Emil tidak punya teori bisnis super rumit yang menjadi pijak- 
annya memperoleh sukses. "Sederhana saja, merdeka dan 
percaya penuh kepada Allah, serta ikhlas. Tidak ada sesuatu 
yang sulit jika kita berlandaskan pada ini semua," kata peraih 
gelar PhD dari City Unjversity of Los Angeles ini. 

Emil selalu menyatukan bisnis dengan ibadah. Baginya, bis- 
nis bukan semata persoalan untung rugi* Ia memang berun- 
tung. Terwariskan kemampuan berbisnis dari kakek jalur ibu, 
dan ketaatan beribadah dari kakek jalur ayah* 

Dua warisan ini pula uang menuntunnya mendirikan bank 
dengan konsep syariah. Masyarakat Kaltim menyambut baik 
dan mendukung gagasan ini. Hingga kini, setelah sembilan ta- 
hun berdiri, Ibadurrahman — bank perkreditan rakyat syariah 
(BPRS) — makin kokoh dan terus melayani nasabahnya. 

Untuk memantapkan pembiayaan di sektor keuangan, Emil 
mendirikan asuransi* Sang ayah memberikan nama Indah 
untuk asuransi ini. Yakni, mubarakah, artinya penuh keberka- 
han. Meski didirikan di Kaltim, Emil membangun kantor pusat- 
nya di Jakarta, mengikuti core bisnisnya yang telah lama berhi- 
jrah ke ibukota. 

Saat itu, dl era Soeharto, sesuatu yang bernama syariah ada- 
lah tabu. Emil menggunakan jaket konvensional untuk mengela 
bui rejim yang tak berpihak ke Islam. Padahal, dalam praktik 
nya ia selalu memperkenalkan sistem asuransi kepada setiap 
nasabah. 

Baju konvensional baru dibuka 
ketika syariah menjadi tren. Tahun 
1999, direktur asuransi Departemen 
Keuangan Firdaus Djaelani mengun- 
dang Emii ke kantornya, "Mubarakah 
ini asuransi syariah atau konvension- 
al," Emil menirukan pertanyaan Fir 
daus yang melihat kerancuan nama 
mubarakah dan sistem konvensional 
yang dipakai. Firdaus memberikan 
alternatif untuk membuka divisi sya 
riah terlebih dulu. "Namun rasanya 
hati ini kok ngga ngeh f " kenangnya. 

Emil khawatir kalau sistem win- 
dow di jalankan dananya tercampur. 
Akhirnya ia memilih konversi penuh. 
Tahun 2000 izin menjalankan asu- 
ransi syariah keluar. 

Mubarakah akhirnya resmi bero- 
perasi a la syariah pada Mei 2001, 
Produk-produk andalan diluncurkan, 
antara lain Ta'awun Al Khairat, Wa- 
di f ah Dana haji, Wadi'ah Dana Pendi- 
dikan, dan Wadfah Investasi Muba- 
rakah. Untuk memanjakan nasabah- 
nya setiap produk Mubarakah bisa 
diakses secara elektron k, 

Mubarakah terus berekspansi. Kini 
tak kurang 90 cabang tersebar di Ja- 
wa, Kalimantan, Sumatra, dan Sula- 
wesi. Bahkan dalam waktu dekat 
Mubarakah berniat menambah ca- 
bangnya hingga mencapai 100 
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cabang. 

Meski tergolong baru datam dunia syariah, gebrakan Muba- 
rakab cukup memukau. Tahun lalu, majalah Investor mendu- 
dukan Mu barakah pada peringkat kedua untuk kategori asu- 
ransi bermodal Rp 100 miliar hingga Rp 1 triliun. 

Modal setor Mubarakah sudah berjumlah Rp 135 miliar 
Melebihi ketentuan Depkeu yang hanya Rp 100 mi- 
liar. Investor utamanya masih dipegang PT Ranji 
Karya Sakti milik Emil, yang menguasai 97,57 
persen. 

Sebagaimana lazimnya asuransi syariah, 

Mubarakah menyandarkan dirinya pada konsep 
ta'awub , atau tolong menolong, di antara sesa- 
ma peserta asuransi. Konsep ini diwujudkan 
dengan menghimpun dana yang disebut premi 
Ta’awun atau premi proteksi. 

Premi ini merupakan amanah para pemegang 
polis pada mudharib (Mubarakah) agar dapat diman- 
faatkan untuk menolong nasabah yang mengalami mu- 
sibah, dan berbagai kebajikan lainnya. Dengan kata lain premi 
ini sekaligus berfungsi menjadi dana masyarakat yang dapat 
digunakan secara luas untuk membangun ekonomi umat. 

Mubarakah menginvestasikan dananya di sek- 
tor riil, seperti perdaganagan, agri- 
bisnis, jasa, dan industri. Pola 
ini jelas berbeda dengan 
asuransi konvensional yang 
lebih suka menanamkan 
dana dalam bentuk de- 
posito atau surat ber- 
harga. 'Tni kan demi 
ummat, kita ingin men- 
jadi tuan di negeri sen- 
diri," jelas pria yang 
waktu kecil bercita-cita 
menjadi tentara ini. 

Tak hanya 



Emil tidak 



Ab 

super rumit 
'ang menjadi 
pijakannya 
ihnpero 
sukses. 




BPRS dan Mubarakah saja, Emil juga menidirikan koperasi 
syariah bagi 3000 karyawan di 40 perusahaannya. Namanya, 
Koperasi An Nahl. Mungkin inilah koperasi syariah pertama di 
Indonesia. 

Semangat pemberdayaan membangun ummat pun terpang- 
gil tatkala mendengar Al Azhar Boarding Scholl (ABS) 
akan gulung tikan Bukan karena sang anak pernah 
sekofah di sana, tapi semangat syariah yang men- 
dorongnya menyelamatkan ABS. Terlebih, lewat 
majalah Fortune, Emil mengetahui Grup Lippo 
akan mengambil alih sekolah itu serta mem- 
bangun 1000 sekolah kristen. 

"Sedih rasanya bila ABS yang tadinya men- 
jadi kebanggan kita akan berubah wujud. 
Sebagai umat Islam tentu tak rela," jelas kepala 
rumah tangga yang sering mengajak keluar- 
ganya ke puncak Bogor dan ke Anyer Banten Ini, 
Apalagi ia merasa besar dari keluarga seorang pen- 
didik. Meski impiannya berkiprah di dunia pendidikan 
belum ingin diwujudkan kala itu. 

Waiau tergolong baru berkiprah di dunia pendidikan, bakat 
pendidik dari sang ayah langsung bangkit. Selain menjalankan 
kurikulum nasional, Emil menerapkan kurikulum tambahan se- 
bagai bekal para siswa. Emil mempersingkat waktu belajar, se- 
hingga dalam dua tahun murid SMU bisa menyelesaikan studi- 
nya. Tentunya, dengan wawasan keisaiaman dan penetahuan 
umum memadai. 

Dalam dua tahun ke depan perguruan tingginya pun akan me- 
nerapkan sistem boarding. Bila sistem konvensional masa studi 
untuk strata satu ditempuh dalam empat sampai lima tahun, sis- 
tem boarding — di mana pendidik dan mahasiswa berinteraksi 
selama 24 jam — bisa ditempuh dalam waktu tiga tahun. 

Semangat bording ini bagi Emil sebenarnya lebih karena 
ingin menciptakan ilmuwan yang memiliki wawasan penge- 
tahuan dan agama yang luas, "Percuma kalau ilmu tinggi tapi 
tak kenal Tuhan," tandas lelaki yang bermoto; "Jangan tertipu 
oleh pernik-pernik dunia, hidup bukan untuk sendiri" ini. 

[Supriyatno Y] 



BANK SYARIAH 



ACHJAR ILJAS SE, MA 




Tantangan Perbankan Syariah 



Secara umum perkembangan perbankan syariah pada tahun 
2002 cukup menggembirakan. Berdasarkan data yang dihimpun 
dan dipublikasikan Bank Indonesia Jumlah bank dan kantor bank 
syariah terus bertambah. Demikian pula halnya dengan total aset, 
penghimpunan dana, dan pembiayaan yang diberikan. 

jumlah bank syariah (terdiri atas bank umum, unit usaha dan 
BPR syariah) meningkat dari 83 pada tahun 2000 menjadi 86 tahun 
200 1 dan 91 pada Oktober 2002. Jumlah kantor bank syariah 
meningkat dari 1 40 tahun 2000, menjadi 1 77 tahun 2001 dan kemu- 
dian menjadi 203 pada Oktober 2002. Pada saat ini kantor bank 
umum syariah tersebar di 29 kota di Jawa, Sumatera, Sulawesi da n 
Kalimantan. BPRS tersebar di 44 kota di seluruh tanah air 
Sementara itu total aset perbankan syariah meningkat dari Rp 
1,8 triliun (tahun 2000) menjadi Rp 2,7 triliun (tahun 2001) dan 
Rp 3,7 triliun (September 2002). Dana pihak ketiga meningkat 
dari Rp 1,0 triliun (tahun 2000) menjadi Rp 1,8 triliun (2001 ) dan 
Rp 2,5 triliun (tahun 2002). 

Selain itu, perhatian masyarakat pada umumnya juga mengala- 
mi peningkatan secara berarti seperti yang tercermin dari 
meningkatnya kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pemberi- 
taan di berbagai media massa. Perkembangan perbankan syariah 
yang cukup baik selama tahun 2002, di tengah perkembangan 
ekonomi nasional yang belum menggembirakan, setidaknya 
memberikan harapan bahwa perkembangan perbankan syariah 
dalam tahun 2G03 ini mungkin masih berjalan cukup baik, wa- 
laupun perekonomian secara makro dalam tahun ini masih diliputi 
berbagai tantangan dan ketidakpastian. (Tantangan ekonomi ma- 
kro 2003: APBN; utang (LN+DN); defisit; utang LN: IMF, aset 
BPPN, privatisasi; investasi pemerintah; investasi swasta ; dll) 
Tantangan Perbankan Syariah 

Saya pernah menulis bahwa betapapun positifnya perkemba- 
ngan kuantitatif perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa 
tahun terakhir, belum bisa membuat kita bernafas lega atau com- 
placent. Menurut pandangan saya tantangan yang dihadapi cukup 
berat dan perlu dihadapi bersama-sama. 

Pertama, secara kuantitatif peranan perbankan syariah masih 
sangat kecil (aset sekitar 0,33%; dana 0,30 %, dan pembiayaan 
0,80%) untuk dirasakan dampaknya secara nasional. We are i n the 
right direetion, but it is still a long way to go misalnya bila diban- 
dingkan dengan perkembangan perbankan syariah Malaysia yang 
total asetnya sekitar 8% dari total aset perbankan nasionalnya, dan 
Kuwait yang sudah mencapai lebih dari 30%. 

Kedua, semua pihak perlu melakukan evaluasi apakah kegiatan 
perbankan syariah yang dilakukan sudah benar sesuai dengan 
prinsip syariah, atau masih sekadar diberi label syariah saja. Dari 
pengalaman dan informasi yang saya peroleh masih terdapat 
praktik-praktik perbankan syariah yang serupa bank konvensio- 
nal, misalnya penggunaan 'rumus' untuk mengkonversi perhitu- 
ngan bunga menjadi perhitungan bagi hasil. Selain itu, penjelasan 
petugas mengenai sistem, mekanisme dan instrumen perbankan 



syariah masih belum memadai sehingga kurang meyakinkan bagi 
nasabah atau calon nasabah. Hal ini mungkin terkait dengan pe- 
mahaman petugas yang belum memadai atau mungkin memang 
praktiknya masih didasarkan pada praktik yang berlaku pada bank 
konvensional. Mudah-mudahan infomasi ini merupakan sampel 
yang tidak mewakili dari perbankan syariah pada umumnya. 

Ketiga, secara umum dukungan terhadap perbankan syariah 
kelihatannya cukup besar; namun dukungan riil dan spesifik yang 
sangat diperlukan sebagai landasan operasional perbankan syari- 
ah rasanya masih belum memadai. Polttical will dan dukungan 
yang kuat dari umara (pemerintah dan DPR) misalnya, belum ter- 
lihat dalam memberikan landasan hukum berupa undang-undang 
dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan perbankan syariah ma- 
sih 'ditempelkan' pada Undang-undang Perbankan (UU No 7 
/1992 yang diubah dengan UU no 10 tahun 1998 ) dan UU Bank 
Indonesia (UU No 23/1999). Padahal, perbankan syariah mem- 
punyai landasan filosofis dan secara konseptual sangat berbeda 
dengan bank konvensional. 

Keempat, para ulama pun tampaknya belum memiliki pan- 
dangan dan komitmen yang sama mengenai perbankan syariah 
misalnya secara jelas dan tegas memberikan fatwa mendukung 
perbankan syariah dan memberikan endorsement terhadap sistem, 
mekanisme dan instrumen yang ada. Dewasa ini memang telah 
ada kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUT, akan tetapi 
mungkin masih diperlukan dukungan terbuka dan terus menerus, 
misalnya dari MUI dan organisasi keagamaan lainnya. Beberapa 
organisasi keagamaan dan masjid, misalnya, sering mengumum- 
kan bunga bank sebagai penerimaan rutin dari organisasi dan 
masjid yang bersangkutan. Bila hal itu berlanjut maka akan terja- 
di kerancuan pandangan dan pemahaman terhadap perbankan 
syariah yang dapat mengganggu perkembangan perbankan syari- 
ah ke depan. 

Kelima, perbankan syariah mempakan subsistem dari sistem 
keuangan dan perekonomian syariah nasional. Namun hingga 
kini arah, strategi dan kebijakan mengenai perekonomian dan 
keuangan syariah belum ada atau bias dikatakan belum jelas. 
GBHN 2001/2004 dan UU Propcnas (UU no 25/2000) misalnya 
tidak mengatur atau menyinggung perekonomian syariah. Dalam 
kondisi seperti ini sebenarnya cukup sulit mengharapkan per- 
bankan syariah bisa berkembang sebagaimana mestinya. Di BI 
misalnya bel uni ada sistem akuntansi yang menjamin keuangan 
syariah terpisah dari keuangan konvensional. 

Untuk meningkatkan lebih lanjut peranan perbankan syariah di 
tengah berbagai tantangan yang di kemukakan pada butir 5 (lima) di 
atas, jelas diperlukan upaya bersama yang lebih kuat terutama dari 
pihak-pihak terkail di dalamnya. Kita semua menginginkan, beru- 
paya dan berdoa agar ekonomi, keuangan dan khususnya perbank- 
an syariah akan terus berkembang dengan pesat baik secara kuanti- 
tatif dan kualitatif sehingga meningkatkan kesejaheraan umat 
bangsa dan negara dan diridhai Allah SWT. 
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MODAL 

INSPIRASI BISNIS BERKEADILAN 



Mendesain Kontrak Ijarah 



Pertanyaan s 

Saya adalah seorang karyawan di salah satu bank syariah. 
Saya masih kurang memahami perbedaan antara konsep Jea- 
sing dengan ijarah* Bagaimana hai ini dapat diterangkan, mi- 
salkan saya mempunyai kasus sebagai berikut: 

Sebuah perusahaan Sepatu menginginkan sebuah mesin 
untuk meningkatkan hasil akhir produksinya. Untuk mendap- 
atkan mesin tersebut, perusahaan tersebut mengajukan pem- 
biayaan untuk ijarah kepada bank syariah d i mana saya bera- 
da. Perusahaan sepatu bersedia membayar Rp 200 juta untuk 
menyewa mesin selama dua tahun, Kebijakan bank syariah 
tempat saya bekerja memprediksi nilai ekonomis mesin adalah 
lima tahun dan pada akhir tahun kedua diprediksi nilai jual 
mesin Rp 80 juta* Nasabah akan membayar secara kuartalan, 
sefama dua tahun. 

Bagaimanakah caranya mendisain kontrak ijarah ini. Apakah 
sama dengan operating ieasel Oh, iya. .bank menentukan tar- 
get profit 10,38% per tahun secara compounding. 

Nurul (Staf di salah satu bank syariah) 

Jawaban : 

Sebelum menjawab pertanyaan diatas, 
ada baiknya apabila akita terlebih dahulu 
membahas persamaan dan perbedaan 
antara ijarah dengan leasing dalam konven- 
sional. Selama ini karena ijarah adalah akad yang mengatur 
pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, 
maka banyak orang yang menyamakan ijarah ini dengan lea- 
sing* Hal ini terjadi karena kedua istilah tersebut sama-sama 
mengacu pada hal-ihwal sewa-menyewa* Menyamakan ijarah 
dengan leasing tidak sepenuhnya salah, namun tidak sepenuh- 
nya benar pula. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat 
kesamaan antara ijarah dan leasing, namun ada beberapa 
karakteristik yang membedakannya: pertama dari segi 
objeknya, kedua, dari segi metode pembayarannya, ketiga, 
dari segi perpindahan kepemilikan. 

1* Objek 

Bila dilihat dari segi objek yang disewakan, leasing hanya 



berlaku untuk sewa menyewa barang saja. Jadi yang dise- 
wakan dalam leasing terbatas pada manfaat barang saja* Bila 
kita ingin mendapatkan manfaat tenaga kerja, kita tidak dapat 
menggunakan leasing. 



Objek 



a. Manfaat Barang Manfaat Barang 

b. Manfaat Jasa ^ ^ 



Di lain pihak, dalam ijarah objek yang disewakan bisa beru- 
pa barang maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan 
untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, 
sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tena- 
ga kerja/jasa disebut upah mengupah. Jadi yang disewakan 
dalam ijarah adalah manfaat barang maupun 
manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, bila 
dilihat dari segi objeknya maka ijarah mem- 
punyai cakupan yang lebih luas dari pada 
leasing. 

2* Metode Pembayaran 

Bila dilihat dari segi metode pembayarannya, maka leasing 
hanya memiliki satu metode pembayaran saja, yakni yang 
bersifat not contingent to performance* Artinya, pembayaran 
sewa pada leasing tidak tergantung pada kinerja objek yang 
disewa. Misalkan Ahmad menyewa mobil X pada Toyota Rent 
A Car untuk dua hari dengan tarif Rp. 1.000. 000, -/hari. 
Dengan mobil tersebut Ahmad berencana untuk pergi ke 
Bandung. Bila ternyata Ahmad tidak pergi ke Bandung, tetapi 
hanya ke Bogor, maka Ahmad tetap harus membayar sewa 
mobil tersebut seharga Rp 1*000. 000, -/hari. Dengan 

demikian, penentuan harga sewa pada kasus di atas tergan- 
tung pada lamanya waktu sewa, bukan pada apakah mobil 
tersebut dapat mengantarkan kita ke Bandung atau tidak. 

Di lain pihak, dari segi metode 
pembayarannya ijarah dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu 
ijarah yang pembayarannya ter- 
gantung pada kinerja objek yang 
disewa (contingent to perfor- 
mance) dan ijarah yang pemba- 
yarannya tidak tergantung pada 
kinerja objek yang disewa (not 
contingent to perfomance ), Ijarah 
yang pembayarannya tergantung 
pada kinerja objek yang disewa 
disebut ijarah, gaji dan/atau 
sewa. Sedangkan ijarah yang 
pembayarannya tidak tergantung 
pada kinerja objek yang disewa 



Ijarah dan Leasing: Perbedaan dan Persamaannya 

No Ijarah Leasing 



Objek: 

Manfaat barang saja 



1 Objek: 

a* Manfaat barang 
b. Manfaat jasa 

2 Metode pembayaran: 

a. Tergantung pada kinerja 

b. Tidak tergantung pada kinerja 

3 Perpindahan hak milik: 

a* ijarah tidak ada perpindahan hak milik 
b. Ijarah Muntahia Bitamtik 
ada perpindahan hak milik, 
dengan cara: Janji pada awal kontrak 
untuk menjual atau menghibahkan* 



Metode pembayaran: 

Tidak tergantung pada kinerja 

Perpindahan hak milik: 

a. operating /ease tidak ada 

perpindahan hak milik 

b. fmandal lease ada perpindahan hak milik, 
dengan cara: Opsi (pilihan) di akhir periode 

untuk membeli atau tidak membeli. 



INTER 
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